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menjadi bahasa Indonesia.

wia= ditulis jevma 'ah

Vit



2. Bila dihidupkan ditulis ¢

ey Y2 5= ditulis karamatul-auliya’

D. Vokal Pendek

Fathah di tulis a, kasrah ditulis i, dan dammabh ditulis «

E. Vokal Panjang
A panjang ditulis a - i panjang ditulis, dan # panjang ditulis %, maisng-masing
dengan tanda hubung (-) diatasnya.

Fathah +ya’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis a/, dan fathah + wawu mati

ditulis au.
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dengan Apostrof (*)
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G. Kata Sandang Alif + Lam
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2. Bila diikuti huruf Syamsiyah huruf [diganti dengan huruf syamsiyah yang
mengikutinya.

wsi= ditulis asy-Syi ‘ah

H. Huruf Besar

Penulisan Hurf Besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat
1. ditulis kata per kata, atau
2. di tulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

Y == ditulis Syaikh al-Islam atau Syakbud-Islam



ABSTRAKSI

PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA ORDE BARU
{Studi Terhadap Kurikulum Madrasah)

Penelitian ini menguraikan tentang perkembangan Madrasah selama masa
Orde Baru dengan memfokuskan kepada kurikulumnya. Tujuan dari penelitian mi
adalah untuk menemukan beberapa gambaran mengenai orientasi dari
perkembangan kurikutum Madrasah di bawah kebijaksanaan peningkatan kualitas
pendidikan di Madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintahan Orde Baru dan
beberapa gambaran mengenai keutuhan-keutuhan karakteristik utama Madrasah di
dalam perkembangan pembaharuan kurikulum dan penyerapan konsep pendidikan
[slam dalam proses pembaharuan kurikulum selama masa Orde Baru.

Dalam rangka pengumpulan data, penelitian im menggunakan metode
studi pustaka, pengujian baik terhadap sumber-sumber primer maupun terhadap
sumber-sumber sekunder. Sedangkan untuk menganahisa data, proses penelitian
menggunakan metode pembahasan analisis-deskriptif dan metode reflektif. Sesuai
dengan metode analisis yang p€lah) disecbutkan di, atas. metode pendekatan yang
digunakan oleh penelitian ini adalah suatu metode pendekatan hubungan timbal-
balik.

Hasil dari penelitian ini-mengindikasikan bahwa perkembangan Madrasah
selama Orde Baru dapat dibagi-menjadi tigd perjode: warisan Orde Lama (1966~
1974), periode peningkatan kualitas®{1975-1988), dan periode pengintegrasian
(1989-1998). Walaupun memberikan batasan terhadap keluasan kurikulum, sesuai
dengan fokus dari penelitian ini-tiap-tiap periodg ditandai oleh kurikulum “resmi”
1973, kurikulum 1984, dan kurikulum~1994._Tifik permulaan dan perkembangan
Madrasah di dalam periode Orde Bapu/secara’khas membedakannya dengan masa
Orde Lama yang dimulai pada pertode keduad.

Orientasi yang telah diambil selama proses pembaharuan kunkuhuim
Madrasah di dalam perkembangannya selama.periode Orde Bamu, merupakan suatu
proses adaptif-akomodatif menujir-snate-Kuriknlum sekélah “sekuler”. Proses ini
menyebabkan statu penurunan secara sistematis terhadap proporsi mengenai
permasalahan religius (Islam)rdalam isi kurnikplum Madrasah dari 33.80% pada
kurtkulum 1973 menjadi 29.32% pada /kurikulum (1984, dan kemudian menjadi
13.93% pada kunikulum 1994.

Secara resmi, "MddrasahsKemindian“mampu imeraith keberhasitan secara
memuaskan dalam 'hal ‘mempertahankan kekltasannya=sebagai suatu institusi
pendidikan Islam di dalam pembaharuan kurikulum yang dinamis selama masa
Orde Baru. Akan tetapi pada intinya, Madrasah gagal dalam hal mengapresiasikan
pengembangan konsep pendidikan Islam yang ideal di dalam wacana pendidikan
Islam kontemporer. Hal ini menjadi penyebab dan kenyataan mengapa
pembaharuan kurikulum Madrasah masa Orde Baru tetap menggunakan
paradigma dikotomi di dalam kurikulumnya di antara permasalahan religins dan
permasalahan sekuler. Sebagai kesimpulan akhir adalah bahwa kemajuan mund
Madrasah pada umumnya cenderung menjadi murid yang inferior (kurang
bermutu) bila dibandingkan dengan murid-murid dan sekolah-sekolah sekuler
lainnya.



ABSTRACT

ISLAMIC EDUCATION IN NEW ORDER PERIOD
( A Study of Madrasah’s Curriculum )

This study deals with the madrasah development during New Order period
with focusing on its curriculum. Its goals are to fiund some descriptions on the
orientation of madrasah’s curriculum development under the policy of increasing
of educational quality in madrasah performed by New Oder goverment and on the
integrity of major characteristics of madrasah in the development of its curriculum
reform and absorption of the Islamic education concept in the process of
curriculum reform during New Order period.

In order to collect the data, present study uses the library research method,
examining both primer resources and secondary resources. Wereas in order to
analyze the data. it uses the critical analytical-descriptive and reflective methods.
In accordance with the metheds ofsanalysis mentioned above, the approach used
in present study is the ter- related approach.

The results of this study indicate that the, development of madrasah during New
Order era can be divided intoutre¢, periods:Ath¢ old order heritage (166-1974), the
cualitical increasing period (1975-1988), and ifitegration period (1989)- 1998).

To limit with the curmiculum-area, however, 'accardennce with the focus of this
study, each of those periods were marked by formal” curriculum 1973 1973,
cimculum 1984, and curiiculum 1994, The” point of departure of madrasah
development in New Order periode characteristically differentiating it from Old
Order periode one second pertod:

The orientation whict been taken by madrasah’s currikulum reform within
its development yduning New Order~Period wasa process® of accomodative-
adaptive to “‘secular’'school’s curriculumsThis process caused a systematically
decrease on the proportion of religious (Islamic) subject matters in the madrasah’s
curriculum content, from 33:80% in curriculumd 1973 to 29.32% in curriculum
1984, and then to 13, 93% in currtculum 1994,

Formally, thén madrasah-was\sufficiently"saccess in preserving its major
charactenistic as an mstitution ofJslamicleducation if'dynamic of its curriculum
reform during New Order period. But substantially, it failet to appreciate the ideal
of the Islamic educational concept developing in discourse of conteporary Islamic
education. Thet was due to the fact that madrasah’s curriculum reform during
New Order remaimed to use the dichotomical paradigm within its curriculum
between the religious subject matters and the secular ones. As a result of the latest
fact was that the studens’s achievment of madrasahs generally tend to be inferior
than those of secular scools.



BABY
PENDAHNIBAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia setelah kemerdekaan, ada
dua tema pokok yang menjadi paradigma kebijakan pemerintah dalam
hubungan dengan perguruan agama Islam pada umumnya dan lembaga
pendidikan madrasah khususnya untuk selanjutnya studi ini mengacu secara
khusus hanya kepada madrasah. Pertama, tema “pembinaan”. Kebijakan
pemenntah terhadap madrasah dengan- tema pembinaan dimulai sejak
berdirinya Departemen Agama‘pada tanggal 3 Januari 1946 dan terus berjalan
sampai periode awal peméerintahan Orde Baru. Kedwa, tema “peningkatan
mutu pendidikan”. TemaZini dalamkebijakan pemerintah terhadap madrasah
dimulai sejak dikeluarkannya| Surat chutusanv Bersama (SKB) 3 Menten
(Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dalam Negeri), masing-masing
No. 6 Tahun' 1975, INov 0374441975, dan’ No."36 Tahun.1975, tertanggal 24
Maret 1975.!

Dengan demikian, untukpnembatasirmasalah ini hanya kepada periode
Orde Baru sesuai dengan maksud studi ini. Politik pendidikan pemerintahan
Orde Baru terhadap madrasah adalah politik peningkatan mutu pendidikan.
Kebijakan (poficy) im pada prinsipnya diambi! oleh pemenntah Orde Baru
atas dasar pertimbangan tentang kondisi objektif madrasah yang

memperlihatkan paradoks antara realitas kuantitatif di satu pihak dan tuntutan

'A. Timur Djaelani, Peningkatar Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan
Agama, (Jakaria : Dermaga, 1980). hal. 13.



mempunyai posiéi yang cukup strategis untuk turut memberikan sumhbaitgay
yang signifikan dalam upaya mewujudkan cita-cita kemerdgkim <0
mencerdaskan kehidupan bangsa. Data pada pertengahan tahun 1960-an
menunjukkan jumlah Madrasah yang tersebar di seluruh Indonesia tercatat
madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 13.057 buah dengan jumlah siswa
1.927.777 orang, Madrasah Tsanawiyah (MTs) 776 buah dengan jumlah siswa
scbanyak 87.932 orang, dan Madrasah Aliyah (MA) 16 buah dengan jumlah
siswa sebanyak 1.881 orang. Dengan demikian, secara keseluruhan terdapat
13.849 buah madrasah, dengan jumlah murid 2.017.590 orang.” Pada tahun
1970, khusus madrasah negeri tercatatat MIN 362 buah, MTsN 182 buah, dan
MAN 43 buah. Jumlah ;murid pada, masing-masing tingkat adalah MIN
157.794 orang, MTsN 32 208 orang, dan MAN 7.249 orang.’

Akan tetapi, di pihak lain, jposisi strategis madrasah secara kuantitatif
itu ternyata tidak disertai oleh bobot kualitatif yang memadai. Kesenjangan
kualitatif yang cukup lebar yang pada masa kolonial sengaja diciptakan antara
madrasah “dan | sekolabv'umun, 'belurn..dapat| disempitkan dan dijembatani
secara cukup berarti melalui politik\pembinaan madrasah yang dilancarkan
oleh pemerintah, Orde Lama. Kondisi.ini menyebabkan madrasah mendapat
citra minor di mata sebagian masyrakat. Madrasah dipandang sebagai terbatas
“mendidik anak-anak untuk menjadi orang yang kuat keyakinan agamanya,
tetap: tidak dapat mencapai kemajuan hidup dala?n masyarakat, karena kurang

dibekali dengan ilmu pengetahuan umum”.* Dalam konsideran SKB 3 Menteri

*Maksum, Madrasah : Sejarak dan Perkembangannya, (Jakarta : Logos Wacana Hmu,
1999). hal. 126.

*Ibid . hal. 141 Djaelani, Op.Cir., hal. 38-40.
*Djaelani, Op.Cir., hal. 68,



tahun 1975 vyang ditunjuk di muka, yang merupakan tonggak awal
dilancarkannya politik peningkatan mutu pendidikan madrasah pada masa
Orde Baru, disebutkan adanya anggapan dasar bahwa fungsi dan tugas
madrasah masih belum dapat diharapkan secara penuh untuk mencapai tujuan
pendidikan nasional. Program pendidikan yang diselnggarakan oleh madrasah
belum dapat secara efektif ikut serta mencerdasakan kehidupan bangsa,
sehingga masih menghasilkan adanya klasifikasi warga negara dalam
memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.’

Dengan menyadari potensi madrasah yang cukup besar secara
kuantitatif di satu pihak dan masth/lemahnya kinerja secara kualitaitf di pihak
lain, maka sasaran peningkatangnutu pendidikan pada madrasah, sebagaimana
diatur pada Pasal 3 ayat (1) SKB'3 Menteri dimaksud, meliputi pembaruan
kurikulum, peningkatan fasilitas dan sarana pendidikan, dan pembinaan tenaga
guru. Ketiga aspek tersebut kurang lebih_menggambarkan tiga komponen inti
dalam pendidikan, yaitu substansi, institusi, dan proses (guru memegang
peranan Kungi “daldm, pfoses- belaar “mengajar)? \Méskipun ketiga aspek
tersebut terkait secara prganik dan, karena itu, harus mendapat perhatian yang
sama—SKB 3 Menteri 1975 sudah berada pada posisi yang benar dalam
kebijakan peningkatan.mutu.pendidikan.pada.madrasah, namun studi ini akan
memfokuskan telaahnya hanya pada aspek yang pertama, yaitu kurikulum.
Kurikulum dipilih sebagai fokus telaah dalam menelusuri politik pendidikan

pemerintahan Orde Baru terhadap madrasah, karena ia merupakan komponen

Departemen Agama Rl., Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pendidikan
Agama Islam Pada Sekolah Umum, (Jakarta : Dirjen Bimbaga Islam, 1998), hal. 86-91.

SDjohar, “Profil Religiositas Sosial dalam Pendidikan Islam”, dalam M. Anies et al. (eds),
Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren; Religiusitas Iptek, (Yogyakarta : Pustaka
Pelajar, 1998), hal. 37.



yang secara escnsial menentukan corak “profil madrasah dalam keseluruhan
dimensinya “.” Dengan kata lain, kajian dengan fokus telaah terhadap aspek
kurikulum cukup representatif untuk memahami arah dan kecenderungan
politik pendidikan pemerintah sclama masa Orde Baru terhadap madrasah
yang dijalankan di bawah semboyan “peningkatan mutu pendidikan pada
madrasah”.

Selama masa pemerintahan Orde Baru antara tahun 1966 sampai 1998,
perkembangan madrasah dan  aspek kul‘ikululn, menurut  Maksum,
menunjukkan adanya proses adaptasi dan antisipasi yang tinggi. Dalam proses
i, dinamika kurikulum, madrasah’™memperhhatkan adanya “ketegangan
kreatif” dalam tarik-mendrik aptara apa yang disebut mata pelajaran agama
dan mata pelajaran umum-dalam muatanaya. Lebih jauh ditegaskan, semua
upaya yang dilakukan| pemerintah melalui . Departemen Agama untuk
meningkatkan mutu pendidikans pada madrasah dapat dipandang sebagai
proses transformasi madrasah dalam usaha memenuhi tuntutan perkembangan
zaman." NamunNdi $ifi fiffibul=$atu™persoalar Serili§) yaitu bagaimana
membangun keseimbafigan”yang harmonis antara keinginan menjaga karakter
keislaman madrasah_di satu pihak dan strategi mengembangkan relevansi serta
vitalitas kependidikan madrasah sesuai"déngan tuntutan perkembangan zaman
di pthak lain. Persoalan ini penting dicermati dalam melihat dinamika
kurikulum madrasah di bawah arahan politik peningkatan mutu pendidikan

pada madrasah yang dijalankan pemerintah selama masa Orde Baru.

'CE. Ali Ashraf. Horison Baru Pendidikan Islam, terj. Sori Siregar, (Jakarta : Pustaka
Firdaus, 1996), hal. 37.

$Maksum, Op.Cit., hal. 2-3.



B. Rumusan Masalah
Sebagai lembaga keagamaan yang berakar pada sejarah yahyg “$emgat
panjang dan tumbuh dari bawah, madrasah memiliki arti tersendiri di kalangan
kaum Mushim di Indonesia. Namun demikian, sebagaimana layaknya lembaga
dalam suatu komunitas yang dinamis, lembaga pendidikan ini pun tidak bisa
lepas dari perkembangan dan perubahan masyarakat dalam berbagai bidang,
khususnya dalam bidang politik. Pada sisi lain, sebagai suatu sistem, madrasah

{harus) mempunyai ciri-ciri dasar yang tidak berubah, yang membedakannya

dengan sistem-sistem yang-lam—Jika—eiri-ciri dasar itu hilang, maka akan

hilang pula sistem tersebut.” Bertolak dari kerangka pemikiran imi, kajian ini
mengangkat dua permasalahanpokokssebagai fokus analisis, yaitu :

1. Bagaimana arah perkembangan kurikulum madrasah di bawah agenda
politik peningkatan mutu peéndidikan pada madrasah yang dijalankan oleh
pemernintah Orde Baru?

2. Sejauh manawpertkembangan kurikulum madrasah selama masa Orde Baru
tetap menjamin kargakteristik dasar masdrasah sebagai lembaga pendidikan

[slam dan menyerap cita-cita ideal konsep pendidikan yang Islami?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan pokok-pokok masalah yang diajukan di atas, tujuan

penelitian i adalah :

°Sajjad Husain dan Ali Ashraf, Krisis Pendidikan Islam, terj. Rahmani Astuti, (Bandung
: Gema Risalah Press, 1943), hal. 65.



1. Untuk mendapatkan gambaran tentang arah perkembangan kurikulum
madrasah di bawah agenda politik peningkatan mutu pendidikan pada
madrasah yang dijalankan oleh pemerintah Orde Baru.

2. Untuk mendapatkan gambaran tentang integritas karakteristik dasar
madrasah dalam perkembangan pembaruan kurikulum madrasah serta
penyerapan cita-cita ideal konsep pendidikan yang Islami dalam proses
pembaruan kurikulum dimaksud selama Orde Baru.

Sementara itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam :

1. Memberikan sumbanganteoritis; dalam wacana kurikulum pendidikan
[slam guna mewujudkan sistediypendidikan I[slam yang dinamis, yang di
satu pthak mempunyai ‘€iri-ciri - dasar yang tidak berubah yang
membedakannya dengan sistem-sistem’ pendudukan yang lain, tetapi di
pihak lain juga memiliki suatu-mekanisme untuk mengadakan penyesuaian
dengan tuntuan perkembangan zaman tanpa mengorbankan identitasnya
yang khas)

2. Memberikan sumbdngan praktis/dalath upaya membangun keseimbangan
yang harmonis antara upaya menjaga_karakter keislaman dan strategi
mengembangkan relevansi serta vitalitas kependidikan dalam proses

pembaruan kwikulum madrasah.

D. Telaah Pustaka
Kajian terhadap madrasah dalam konteks sejarah dan dinamika umat

Islam Indonesia serta dalam konteks sistem pendidikan nasional, sudah



banyak dikerjakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Kajian-kajian Kavel A
Steenbrink (1986), M. Atho’ Mudzhar (1981), dan Maksum (1999‘ “emuagya
memberikan perhatian yang secara khusus memfokuskan pada madrasah.
Namun hanya kajian yang disebut terakhir yang secara khusus memfokuskan
pada madrasah. Kajian Karel A. Steenbrink, Pesantren Madrasah Sekolah :
Pendidikan Islam dalam Kurun Modern, yang semula merupakan disertasi
doktoral pada Universitas Katolik Nijmen Belanda tahun 1974, seperti terlihat
pada judulnya, tidak secara khusus membahas madrasah. Selain itu dan segi
subtansinya dia juga tidak smemusatkan pada aspek kurikulum; sementara dari
segi periodenya, kajian Steénbrinkf{tidak menyentuh perkembangan madrasah
pada masa Orde Baru.

Dengan melihat pendidikan Islam wmumnya dan madrasah khususnya
sebagai variabel politik dalam hubungan Islam dan negara di Indonesia, kajian
M. Atho’ Mudzhar, “Religious Education and Politics in Indonesia : A
Prelimintary Study of\ Islamic Education and Politics=1966-1979”, pada
dasarnya tidak jauh befbeda [dari kajian Steenbrink. Selain perbedaan sudut
pandang dan periode_perkembangan_yang _dikaji, kajian Mudzhar hampir
serupa ruang lingkupnya dengan kajan Steenbrink, dalam arti tidak
memudahkan hanya pada madrasah dan pada aspek kurikulum,

Meskipun kajian Maksum, seperti dinyatakan di atas, memfokuskan
pada madrasah, namun substansi analisisnya bukan pada aspek kurikulum
melainkan pada aspek sejarah dan perkembangan madrasah. Maksud penulis

memang menyvinggung kurikulum madrasah tahun 1973 dan tahun 1993, tetapi



tidak memberikan analisis tentang dinamika perubahannya. Selain itu, dia
memberikan contoh yang tidak berimbang mengenai kurikulum madrasah.
Kurikulum madrasah tahun 1973 disajikan meliputi kurikulum MI, MTs, dan
MA, sedangkan kurikulum tahun 1993 hanya mengambil contoh kurikulum
MI dan MTs.

Kajian yang secara spesifik membahas kurikulum madrasah adalah
kajian Muhaimin (1989). “Telaah Kurikulum Pendidikan Madrasah
Berdasarkan Konsep Pendidikan Islami (Sebuah Tinjauan Kritis)” dan kajian
Sulaiman (1999), “Madrasah | Alivah di Indonesa (Modernisasi Kurikulum
Pasca UU Rl No. 2 Tahun 1989 tentang: Sistem Pendidiakan Nasional)”.
Kajian Muhaimin merupakankajian. yang bersifat evaluatif terhadap
kurikulum madrasah. Akan tetapi analisisnya miskin nuansa, karena tidak
didasarkan pada realitas .dinamjka  perubahan dan pembaruan kurikulum
madrasah tahun 1984. Sulaiman hanya mencakup dinamika pembaruan
kunkulum{madrasah pada peériode 1990=an dan tidak memberikan evaluasi
kritis terhadap format (kurikulum/madrasah pada periode tersebut dan
perspektif cita-cita ideal konsep pendidikan Islam.

Dalam garis besarnya, kajian im berbeda dengan beberapa kajian yang
telah disebutkan sebelumnya. Dari segi periodenya, kajian in1 mencakup
dinamika perubahan dan pembaruan kurikulum madrasah selama Orde Baru,
dan tahun 1966 sampai 1998. Dalam hal im kurikulum madrasah yang diamati
meliputi semua jenjangnya : MI, MTs, dan MA. Selain itu, karena madrasah

bagi umat Islam tidak hanya melibatkan kesadaran kebangsaan an sich, tetapi



juga kesadaran keislaman, maka pembahasan perkembangan madrasah
sebagai produk politik pendidikan Orde Baru, selain bersifat deskriptif juga
ditinjau secara kniris berdasarkan cita-cita ideal konsep pendidikan Islam. oleh
karena itu, produk kurikulum madrasah selalﬁa masa Orde Baru akan
dipahami dalam dan sebagai hasil proses dialektik hubungan “Islam™ dan

“Negara”.

E. Kerangka Teori

Fokus pokok pepelitian —ini dalah pada aspek atau komponen
kurikulum, yakni kurikulim madrasah. Oleh karena itu, kajian teori ini
dipusatkan pada teori kumkulum:. Dalam>salah satu definisinya dikatakan
kurikulum adalah “‘suatu--rencana | kegiatan b¢lajar bagi murid-murid di
sekolah, atau sebagai suatu perangkat tujnan yang ingin dicapai”.'® Definisi ini
pada dasarnya merupakan sebuah batasan yang moderat; ia tidak terlalu
sempit dan tidak ‘pula teglalu-tuas=Pengertian kurikulum dalam batasan yang
sempit menyatakan kurik@lum adalal dafiar thata ajaran yang harus diajarkan
kepada peserta  didik”."! Adapun _kurikulum_ dalam batasan yang luas
menyatakan kurikulum adalah  “pengalaman-pengalaman dan pengaruh-
pengaruh yang bercorak pendidikan yang diperoieh anak-anak di sekolah”."

Dalam batasan yang luas im ruang lingkup kurikulum bukan hanya mencakup

""Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum : Teori dan Praktek,
(Bandung : Remaja Rosdakarva. 2000), hal. 27. '

"Suvanto dan Djihad Hisvam, Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia
Memasuki Milenium 111 (Yogyakarta ; Adicita Karya Nusa, 2000), hal. 61.

128, Nasution. Asas-asas Kurikulum, (Jakarta . Burm Aksara, 1995), hal. 7.



to

fakta-fakta, pengetahuan dan kecakapan, kebiasaan-kebiasaan: sikav.{ciid-tkan
dan pengharagaan yang harus dipelajari peserta didik, FrelaiitRamiiitia
mencakup pribadi guru, kepala sekolah, penilik sekolah, dan seluruR pegawai
sekolah."

Baik pengertian kurikulum menurut batasan yang sempit maupun
batasan yang luas mempunyai kelemahan-kelemahan dan kendala tertentu.*
Pengertian kurikulum yang dipakai dalam penelitian ini adalah pengertian
kurikulum  dalam  batasan yang sempit. namun dengan tetap
mempertimbangkan relevansi pcngenién kurikulum dalam batasan yang
moderat.

Dalam teori kurikulumipdikenal dengan istilah desain kurikulum
(curriculum design), yaitu-pola atan kerangka atau organisasi struktural yang
dipakai dalam menyeleksi, “merencanakan, dan memajukan pengalaman-
pengalaman pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, istilah desain kurikulum
sering disamakany, dengan [stilah—seleksi, kurikulum, bentuk kurikulum. '
Dengan demikian, desdin” kunkulim padal hakikatnya pengorganisasian
komponen-komponen kurikulum. Secara teorgtis, desain atau organisasi
kurikulum yang utuh (lengkap} dan baik harus memuat komponen-komponen
tujuan, bahan belajar, strategi mengajar, media pengajaran, dan evaluasi

pengajaran.'®

BIbid.
"“Ibid., hal. 6; Suyanto dan Djihad Hisyam, Op.Cit., hal. 60.

PHendyat Soetopo dan Wasty Soemanto, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum
Sebagai Substansi Problem Adminisrasi Pendidikan, (Jakarta : Burm Aksara, 1993), hal. 74.

"Sukmadinata, Op.Cir.. hal. 102-112,
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Penting dicatat, desain kurikulum berhubungan erat dengan tujuan
pokok (hasic goals) setiap lemhaga pendidikan. Oleh karena itu, desain
kurikulum pada prinsipnya memiliki fungsi ganda. Di satu pihak, ia berfungsi
merealisasikan berbagai teori, konsep, dan pandangan tentang kurikulum;
desain  kurikulum merupakan dasar yang melandasi pemilihan jenis
pengalaman yang tepat untuk program pendidil:can. Pada pihak lam, 1a juga
berfungsi merealisasikan pandangan dan cita-cita ideal lembaga pendidikan.'”
Pandangan ini, menyatakan bahwa penelitian dan analisis terhadap kurikulum
sebagai produk harus meneakup-bukan sajasprinsip-prinsip formulasi, model,
dan jenisnya (yang meredlisaikafihteori, “konsep, dan pandangan tentang
kunkulum), melainkan jjuga, yangfterutama adalah skup (scope) atau
kandungan isinya (yang merealisasikan dan mencerminkan cita-cita ideal
lembaga pendidikan).

Mengenai teori, konsep, dan pandangan tentang kurikulum, selain
menyangkut keutithan kempomennyatyanggikemukakn di atas, sebagai unsur
yang membenkan landasan, isi, dan pedoman bagi pengembangan
kemampuan peserta _didik._secara__optimal, sesuai  dengan tuntutan
perkembangan  masyarakat, penyusunan  kurikulum  harus  selalu
memperhatikan sejumlah prinsip penting tentang desain kurikulum yang baik.
Sukmadinata mengelompokkan prinsip-prinsip desain kurikulum ke dalam
dua kategori, yaitu prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Prinsip-

prinsip umum meliputi prinsip-prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas,

Soetopo dan Soemanto, Op.Cit.. hal. 75.
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praktis, dan efektivitas."® Dalam kategori prinsip-prinsip umum, prinsip-
prinsip umum ini termasuk pula prinsip realistis dan prinsip akseptabilitas.'®
Adapun prinsip-prinsip khusus meliputi prinsip-prinsip yang berkenaan
dengan tujuan pendidikan, pemilihan isi pendidikan, pemilihan proses belajar
mengajar, pemilihan media dan alat pengajaran, dan pemilihan kegiatan
evaluasi.” Prinsip-prinsip desain atau organisasi kurikulum ini pada
hakikatnya merupakan manifestasi dan menggambarkan asas-asas tertentu
dalam penyusunan organisasi kurikulum, yaitu asas filosofis, asas psikologis,
asas sosiologis. asas budaya; asas organisateris, dan asas perkembangan ilmu
dan teknologi."‘l

Dalam penyusunanyorgamisasi“kurikulum, penentuan dan perumusan
pola organisasinya berhubungan erat dengan defimisi serta model dan jenis
organisasi kurikulum yang dipakui.22 Dengan kata lain, tipe pengertian serta
model dan jenis organisasi kurikulum yang dipakai akan menentukan
karakteristik kurikulum /yarg= disusun™Perihal /définisiy kurikulum telah
dikemukakan sebelumnya._Mengenai\model-model konsep kurikulum dapat
dikemukakan bahwa _secara_ garis  besar .terdapat empat model konsep
kurikulum, yaitu :
. Kunkulum subjek akademis, yang bersumber dari aliran pendidikan klasik

(perenialisme dan esensialisme).

"Sukmadinata, ¢p.Cit., hal. 150-151.

“Saetopo dan Scemanto, Op.Cir.. hal. 77
"Sukmadinata. Op.Cir, hal. 152-154

“fhid.. hal. 58-78; Nasution. Op. Cir.. hal. 10-14.
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2. Kurikulum humanistik, yang berdasarkan pada konsep alfpipepdididean
pribadi.

3. Kurikulum rekonstruksi sosial, yang berasal dari aliran Jseprmerem
interaksional.

4. Kurikulum teknologis, yang berasal dari konsep aliran pendidikan
tel‘:nologi.23

Selanjutnya, dalam teori kurikulum dikenal dengan adanya empat jenis
organisasi kurikulum. Keempat jenis dimaksud adalah :

1. Kurikulum mata pelajaran terpisah (separated-subject curriculum).

2. Kurnkulum korelatif (dorrelated curriculum).‘

3. Kunkulum terpadu (integrated curriculum).

4. Kurikulum perkembangan kegiatan {developmentai-activity curriculum)™.

Keempat jenis organisasi kurikulum tersebut termasuk dalam model
konsep kurikulum subjek - akademis. Masing-masing dari keempat jenis
organmisasi kurikulum itu memiliki beberapa subpola organisasi yang lebih
rinci. Akan tetapitsemuanya tetap imencenninkan polaspola.tamanya.

Sebagar lembagapendidikan, yang berciri khusus agama (Islam),
madrasah di Indonesia pada dasamya berdiri di atas dua kaki, yaitu sistem
pendidikan nasional'dan_sistem/pendidikan dslam. Sistem pendidikan nasional
ditegakkan berdasarkan falsafah Pancasila, sementara sistem pendidikan Islam
dibangun berdasarkan paradigma tauhid. Bahwa. Pancasila compatible dengan

Islam, hal itu scharusnya membuat madrasah tidak menemui persoalan dalam

“Nasution. Op.Cit.. hat. 128.
ZSukmadinata, Op.Cir., hal. 81-100.

*Iskandar Wiryokusumo dan Usman Mulyadi. Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum,
(Jakarta : Bumi Kasra. 1988), hal 18-24.
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mengintegrasikan cita-cita sistem pendidikan nasional dan ideal-ideal sistem
pendidikan Islam.

Salah satu prinsip fundamental sistem pendidikan Islam adalah bahwa
ihnu yang seharusnya dikuasai peserta didik merupakan perpaduan antara
tlmu-ilmu  yang diperoleh melalui kawasan alam semesta (acquired
knowledge) dan ilmu-ilmu yang diperoleh melalui wahyu (perennial
chnawifea'ge).25 Integrasi (bukan sckadar co-existence) antara ilmu-ilmu
kauniyah dan ilmu-imu gauliyah itu disebut oleh Sahirul Alim sebagai ilmu
atau pengetahuan terpadu.Sahirul_Alim menggambarkan ilmu terpadu

dimaksud dengan skema berikut.”"

Al-Kaun Al-Qur’an As-Sunnah

Akal Manusia {fuad)

limu Atlah [Untuk’ Manusia
¥

! ; : !

Svari'ah Islam Science {sains) Teknologi Engineering. Seni (Art)

I |

IImu atau Peﬁgetahuan Terpadu
(tidak dikotomi dan tidak sekuler)

PLihat klasifikasi keilmuan dalam Rekomendasi Konferensi Pendidikan Islam II di
Islamabad. Pakistan. tahun 1980, dikutip dalam Ashraf, Op. Cit., hal 115-123.

™A. Sahirul Alim, Menguak Keterpaduan Sain, Teknologi dan Islam, (Yogyakarta
Dinamika. 1996). hal 32.
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Dalam perspektif pendidikan Islam, yang menyiapkan peserta didik
agar dapat menjalankan perannya, baik sebagai khalifah maupun “abd, ilmu
yang wajib dituntut dan dikuasi adalah ilmu yang sifatnya terpadu itu. Sebab,
hanya dengan konstruksi ilmu yang sifatnya terpadu itu tujuan yang digariskan
Islam untuk mencan ilmu dapat dicapai dalam maknanya yang penuh.27 Hal
ini tentu saja menyarankan bahwa kandungan isi kurikulum madrasah harus
dirumuskan berdasarkan paradigma ilmu terpadu im. Tidak ada persoalan
untuk mengembangkan kunkulum madrasah berdasarkan paradigma ilmu
terpadu ini dalam konteks™Sistem pendidikan nasional yang berdasarkan

falsafah Pancasila.

F. Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian im termasuk, genis kajian, pustaka, yang sumber datanya
berupa bahan-bahan kepustakaan, baik bahan-bahan kepustakaan vyang
termasuk sumber primer (kurikalumdnadrasah pada masa“Grde Baru) maupun
sumber sekunder (karyackarya yang’membahas madrasah pada khususnya).
Oleh karena itu, dalam pengumpulan.data, digunakan metode penelitian
kepustakaan, dengan menghimpun bahan-bahan ﬁustaka yang relevan dengan
pokok bahasan. Tahap menghimpun bahan-bahan pustaka ini adalah sebuah

proses “bibliografi kerja”.®

“Maksum, Op. Cit., hal. 42-43.

*Winamo Surachmad, Paper Skripsi Thesis Disertasi : Cara Merencanakan Cara
Menulis Cara Menilai. (Bandung : Tarsito, 1971), hal. 50-51.
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Setelah nenetapkan dan melakukan pengumpulan bahan-bahan
pustaka sebagmimana dikemukakan di atas, selanjutnya dilakukan kerja
“bibliografi fungsional™, yakni dengan cara menelusuri data yang relevan pada
setiap bahan pustaka yang dihimpun untuk kemudian diklasifikasikan secara
sistematis.”’ Data yang sudah diklasifikasikan secara cemmat dan sistematis,
kemudian dianalisis dengan cara menafsirkan dan saling menghubungkan data
untuk memahami kaitan-kaitannya, sehingga membentuk sebuah kerangka
bersistem yang menggambarkan saran dan kecenderungan perubahan
kurikulum madrasah selama Orde Baru;serta integritas karakter keislamannya.
Dalam analisis data tersebut diguniakan metode deskriptif-analitis kritis dan
metode reflektif.

Sesuar dengan metode analisis di/atas, pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah. pendekafan terpadu (inter-related approach).
Pendekatan im digunakan dengan asumsi bahwa madrasah pada dasarnya
mengemban dua 'misi utama=( y=mereatisasikan/cita-citaydan tujuan sistem
pendidikan Islam, danf {2) merealisasikan cita-cita dan tujuan sistem
pendidikan nasional. Dengan_kata lain, melalui pendekatan terpadu posisi
pendidikan madrasah sebagai salah satu fembaga pendidikan agama yang
bekembang di Indonesia akan dilihat dalam konteks yang tida semata religios
(murni keagamaan), tetapi juga dalam konteks sosial dan politik. Secara
operasional, penelitian dengan pendekatan terpadu ini menerapkan pendekatan

historis.

PIbid., hal. 51.
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BAB II

PERKEMBANGAN MADRASAH DI INDONESIA

A. Karakteristik Madrasah

Istilah “madrasah” berasal dari bahasa Arab, yang merupakan isim
makan (kata benda yang menunjukkan tempat) dari kata darasa. Secara
harfiah, kata madrasah berarti “tempat atau wahana anak mengenyam proses
pembelajaran. Maksudnya, di madrasah anak ménja]ani proses belajar secara
terarah, terpimpin, terkefidahi”, Dalam makna harfiah ini kata madrasah
semakna dengan kata Indonesial*'sekolal’ |(yang juga bukan kata ashi dari
bahasa Indonesia; “sekolah” adalah serapan dari kata bahasa asing : school
atau scofa). Secara teknis; “madrasah menggambarkan proses pembelajaran
secara formal yang tidak berbeda/dengan sekolah™.!

Dengan demikian, baik dalam makna harfiah maupun menurut makna
teknisnya; madrasah adalah“identikidengan sekolah.\Akan tetapi, persamaan
atau kesamaan pengertian_ini tidak mengandaikan bahwa antara madrasah dan
sekolah adalah_sama persis dalam segenap aspeknya, tanpa ciri-ciri khas yang
membedakannya. Secara kultural, madrasah rhempunyai konotasi spesifik,
yang menunjuk kepada makna sebagai sekolah agama (Islam),’ dengan
demikian dibedakan dan sekolah umum. Dan pespektif kultural ini,
pandangan Hasbullah menolak pembedaan antara madrasah (dengan konotasi

sekolah agama, sebagaimana yang menjadi kesadaran umat Islam) dan sekolah

'A. Malik Fadjar, Reorientasi Pendidikan Islam, (Jakarta : Fajar Dunia, 1999), hal. 87.
*Ibid.
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(dengan konotasi sekolah umum),’ karena tidak memiliki dasar yang cukup
valid.

Di Indonesia perkembangan madrasah merupakan sebuah fenomena
modern. Madrasah baru muncul pada awal abad ke-20. Tidak ada bukti yang
menunjukkan bahwa madrasah pernah didir:ikan pada masa-masa awal
penyebaran dan perkembangan Islam di Nusantara. Maksum menggambarkan
evolusi kelembagaan pendidikan di wilayah ini sebagai bermula dan
pesantren, kemudian madrasah, dan akhirnya sekolah.* Dalam kasus
pertumbuhan dan perkembangan madrasah di Indonesia, menurutnya, jelas
terhhat bahwa kelahiran [leinbaga itu tidak’sepenuhnya merupakan kelanjutan
dan lembaga pendidikan/ tradisional )(pesantren) yang sudah berkembang
sebelumnya. Sebaliknya, “dalam perkembangan berikutnya justru pesantren
yang mengakombdasi madrasah ke 'dalam> lingkungannya.’ Dalam istilah A.
Mahk Fadjyar, “madrasah “bukan/ suatu yang indigenous (pribumi) dalam peta
pendidikan di Indonesia”® Pendapat Imam Bawani bahwa madrasah
“merupakan-kelanjutan darisistem pesantren gaya /ama yang karena pengaruh
ide pembaharuan lalu| ményelenggarakan, pendidikan secara klasikal dalam

bentuk madrasab, ) tidak didukung rbuktibukti yang kuat secara histons.

*Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia ; Lintasan Sejarah Pertumbuhan

dan Perkembangan. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999) ,hal. 160.

*Maksum, op.cit., hal. 79-80. Di sini Maksum agﬁknya mengikuti teori Karel A

Steenbrink, walaupun ia tidak merujuk kajian vang disebul terakhir ketika menjelaskan evolusi
kelembagaan pendidikan di wilayah nusantara ini.

*Ibid , hal. 163-164. Dalam konteks ini, Maksum sekali lagi menunjukkan pandangan

vang tidak konsisten Pada bagian sebelumnya (hal. 80) dia menyatakan “Madrasah di Indonesia
bisa dianggap sebagai perkembangan lanjut atau pembaharuan dari lembaga pendidikan pesantren
dan surau”.

SFadjar, op.cit., hal. 87.
"Imam Bawani, Segi-segi Pendidikan Islam, (Surabaya : Al-Tkhlas, 1987), hal. 162.



20

Bagaimanapun. madrasah agaknya bukan merupakan hasil nolifikast
pesantren, melainkan sebuah sistem perdidikan yang diambil darl gAR&™
dunia Islam di Timur Tengah, yang dalam perkembangannya di Indonesia
mengalami beberapa modifikasi menurut konteks dan tuntutan budaya lokal.

Karel A. Seenbrink mecnegaskan bahwa kelghiran madrasah di
Indonesia—sebagai aktualisasi dari pembaruan pendidikan Islam—merupakan
salah satu aspek dari pembaruan Islam pada awal abad ke-20. Dia
mengidentifikasi empat faktor yang mendorong lahirnya gerakan pembaruan
Islam di Indonesia pada awal abad ke-20, yaitu : (1) faktor keinginan untuk
kembali kepada sumber miarni ajaran Islam, Al-Qur’am dan Sunnah; (2) faktor
semangat nasionalisme dalam melawan penjajah; (3) faktor memperkuat basis
gerakan sosial, ckonomi budayaj dan politik; dan (4) faktor pembaruan
pendidikan Islam di |“Indonesial’  Sesuai dengan faktor-faktor yang
melatarbelakangi kelahirannya, proyek gerakan pembaruan Islam di Indonesia
meliputi : (1) membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh-pengaruh dan
kebiasaan=kebiasaan yang ‘tidak' [slarmy"(2) melakukdn=reformulasi doktrin
Islam sesuai dengan alam, pikiran_modern:| (3) melepaskan Indonesia dani
belenggu penjajahany(4) mempertahankan fstam dari pengaruh dan serangan-
serangan dan luar; dan (5) reformasi sistem pendidikan Islam.’

Madrasah pertama yang didirikan sebagai wujud dari pembaruan

pendidikan Islam pada awal abad ke-20) adalah Madrasah Adabiyah di Padang,

*Karel A. Steenbrink, Pesantren Madrasah Sekolah : Pendidikan Islam dalam Kurun
Modern, (Jakaria : LP3ES, 1996), hal. 26-2§

A Mukti Ali. Alam Pikiran Modern di Indonesia, (Yogyakarta : Nida, 1971), hal. 14.
Untuk pembahasan vang luas tetnang gerakan modemn Islam pada awal abad ke-20 sampai tahun
1942. Lihat Deliar Noer. Gerakan Modern islam di Indonesia 1900-1942, (Jakarta : LP3ES, 1995).
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Sumatera Barat, yang dididirkan oleh Abdullah Ahmad pada tahun 1909.
Madrasah ini pada mulanya bercorak agama semata. Namun, pada tahun 1916
berubah coraknya menjadi HIS (Holland Inlancfsche School) Adabiyah. HIS
Adabiyah merupakan madrasah pertama yang memasukkan pelajaran umum
ke dalam kurikulumnya, disamping pelajaran agama. Pada tahun 1910
didinkan Madrasah School (Sekolah Agama), yang dalam perkembangannya
berubah menjadi Diniyah Schoo! (Madrasah Diniyah).'"” Dari rintisan awal
inilah kemudian madrasah berkembang secara bertahap berkembang di
seluruh Indoensia. Namum pada perkembangan awalnya, kebanyakan
madrasah adalah bercorak Diniyah, dalam arti hanya mengajarkan mata
pelajaran agama. Baru sekitar tahun 1930 dilakukan pembaruan lebih lanjut
terhadap madrasah dalam rangka memantapkan eksistensinya, khususnya
dengan penambahan pengetahuan umum. '}

Dengan demikian dar) segi kurikulurhnya, khususnya sejak tahun
1930-an. madrasah yang berkembang di Indonesia mempunyai karaktenstik
yang sama=dengan’madrasah~yang ‘berkembang’ pada ‘periode klasik sejarah
Islam. Kesamaan lain™9yadalah/ sistem /klasikal. Namun dari aspek
kelembagaannyay, yakaivbangufan | fisiknya,” rhadrasah di Indonesia hampir
sepenuhnya berbeda dengan bangunan fistk madrasah pada masa klasik.
Dalam bangunan madrasah di Indonesia, mas;id tidak lagi menjadi bagian
integral dari madrasah. Demikian pula asrama atau pemondokan, tidak

menjadi karakteristik yang harus selalu ada dalam lingkungan madrasah di

®Mahmud Yunus, Sejarak Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta : Hidakarya Agung,
1985), hal. 63..

'B.J. Boland, Pergumulan Islam di Indonesia, terj. Djohan Effendi, (Jaakrta : Grafiti
Pers, 1985). hat. 121
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Sumatera Barat, yang dididirkan oleh Abdullah Ahmad pada' tahun 1909
Madrasah ini pada mulanya bercorak agama semata. Namun, pada Yalfd 1911
berubah coraknya menjadi HIS (Holland Inlandsche School) Adabiyah., HIS
Adabiyah merupakan madrasah pertama yang memasukkan pelajaran umum
ke dalam kurikulumnya, disamping pelajaran agama. Pada tahun 1910
didirikan Madrasah School (Sekolah Agama), ):/ang dalam perkembangannya
berubah menjadi Diniyah School (Madrasah Dim'yah)"o Dari rintisan awal
imlah  kemudian madrasah berkembang secara bertahap berkembang di
seluruh Indoensia. Namum pada perkembangan awainya, kebanyakan
madrasah adalah bercorak Diniyah, dalam arti hanya mengajarkan mata
pelajaran agama. Baru sekitar tahun 1930 dilakukan pembaruan lebih lanjut
terhadap madrasah dalam rangka memantapkan eksistensinya, khususnya
dengan penambahan pengetahuan umum. 3

Dengan demikian, dari| segi |kunikulumnya, khususnya sejak tahun
1930-an. madrasah yang berkembang di Indonesia mempunyai karaktenstik
yang sama=dengan madrasah~yang ‘berkembang/ pada ‘periode klasik sejarah
Islam. Kesamaan lain “jadalah/.sistern/ klasikal. Namun dari aspek
kelembagaannyay, yakmivbarigutian [ fisiknya, " madrasah di Indonesia hampir
sepenuhnya berbeda dengan bangunan fisik madrasah pada masa klasik.
Dalam bangunan madrasah di Indonesia, masjid tidak lagi menjadi bagian
integral dari madrasah. Demikian pula asrama atau pemondokan, tidak

menjadi karakteristik yang harus selalu ada dalam lingkungan madrasah di

®Mahmud Yunus, Sejarak Pendidikan Islam di Indonesia. (Jakarta : Hidakarya Agung,
1985), hal. 63..

"'B.J. Boland, Pergumulan Islam di Indonesia, terj. Djohan Effendi, (Jaakrta : Grafiti
Pers, 1985), hal. 121.
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Indonesia. Dari segi bangunan fisiknya, menurut Maksum, justru pesantren
yang lebih menyerupai madrasah periode klasik.”? Perbedaan lain antara
madrasah pada zaman klasik Islam dan madrasah di Indonesia ialah bila pada
zaman klasik Islam madrasah tampil sebagai lembaga pendidikan tinggi,
dalam pertumbuhhan dan perkembangannya di Indonesia madrasah adalah
lembaga pendidikan dasar dan menengah.

Meskipun madrasah, seperti telah disinggung di muka, bukan
merupakan lembaga pendidikan Islan yang indigenous—lembaga pendidikan
Islam yang dipandang oleh banyak peneliti, ilmuwan maupun budayawan
sebagai memiliki waktu jndigennis”adalah)| pesantren—di Indonesia, namun
dalam perjalanan sejarah‘ia telah diterimal sebagai entitas budaya Indonesia.
Dalam konteks inilah | bisa “dicermati karakteristik madrasah di tengah
lembaga-lembaga pendidikan yang lain —di Indonesia, yaitu pesantren dan
sekolah.

Di muka sudah dikutip pendapat yang menyatakan bahwa evolusi
kelembagaan’ pendidikan di_Ind6nesia_bermula‘~dariepssantren, kemudian
madrasah, dan akhimya.sekolah. Apar tidak menimbulkan kesalahpahaman,
pemetaan tersebut perlu diberi dua catatan., Pertama, evolusi kelembagaan
pendidikan seperti digambarkan di atas, maksudnya adalah evolusi
kelembagaan pendidikan yang diusahakan oleh umat Islam. Pada skala yang
lebih luas, kelahiran dan perkembangan madrasah, yaitu yang diselenggarakan
oleh pemerintah kolonial Belanda. Kedua, kelahiran madrasah dan kemudian

disusul sekolah adalah berupa “penambahan™ bukan “penggantian” terhadap

"Maksum. op.cit.. hal. 80.
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jenis lembaga pendidikan yang mendahuluinya. Dengan kata lain, evolusi dari
pesantren ke madrasah sampai ke sekolah adalah berupa “evolusi kumulatif”
bukan “evolusi transformatif”.

Pesantren (di Sumatera Barat dikenal sebagai Surau) sering
diidentifikasikan sebagai lembaga pendidikan tradisional.”’ Kemudian,
madrasah kurang lebth dapat disebut pendidikan Islam “modern”, sedangkan
sekolah sering dianggap sebagai pendidikan umum “sekuler”. Dalam tiga
model pedidikan int, posisi madrasah, menurut Imam Bawani, menjadi
semacam “‘penengah” antara pesantren tradisional yang hanya mementingkan
kehidupan akhirat dan gekolahumum “sekuler” yang semata berorientasi
kepada kepentingan dunia.'* Térlepas dari|adanya dinamika internal pada
masing-masing lembaga pendidikan tersebut, ciri-ciri khas yang membedakan
antara madrasah dan pesantren meliputi ‘empat hal pokok. Pertama, aspek
kelembagaan. Dan seg-kelembagaan., atau bangunan fisik, madrasah
umumnya terbatas hanya pada bangunan gedung sekolah (ini tentu saja bukan
tanpa pengecualian) \sedangkan..pesantren (yang\ representatif) meliputi
pondok. masjid, dan asramay Kedna, aspek kurikulum. Kurikulum madrasah
meliputi ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Rasio antara ilmu-ilmu
agama bisa berbeda-beda “dalam kontekswruang dan waktu. “kurikulum”

pesantren lebih terfokus pada bidang rtafagquh fi ad-din. Keliga, aspek

BUntuk informasi dan gambaran yang luas tentang pesantren, khususnya di Jawa, antara

lain lihat Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, (Jakarta : INIS, 1994); M. Dawam
Rahardjo (ed.), Pergulatan Dunia Pesantren : Membangun dari Bawah, (Jakarta : P3M, 1985);
dan Zamakhsyari Dhofier. Tradisi Pesantren : Studi tentang Pandangan Hidup Kiyai, (Jakarta :
LP3ES, 1990). Tentang Surau di Sumatera Barat, Lihat Azyumardi Azra, Pendidikan Islam :
Tradisi dan Modernisasi Menuju Melenium Baru, (Jakana @ Logos Wacana Ilmu, 2000), hal.
117-148.

“Bawani, ap.cit., hal 175



pengelompokan belajar. Semua madrasah menggunakan sistéig. klasikai.
sedangkan pendidikan pesantren umumnya tidak menggunakary », Stétmm
klasikal. Keempat, aspek orientasi proses pembelajaran, Proses pembelaj¥res
pada madrasah umumnya lebih berorientasi pada ranah (domain) kognitif,
walaupun tidak sepenuhnya mengabaikan ranah afektif dan psikomotorik.
Sementara proses pembelajaran pada pesantren terutama berorientasi pada
ranah afektif dan psikomotorik (dalam arti penghayatan dan pengamalan
ajaran agama), walaupun tanpa mengesampingkan arti penting ranah
kognitif."’

Di pihak lain, ¢in_ khas- yang membedakan antara madrasah dan
sekolah terutama terletak pada \aspek rkurikulum. Setelah kemerdekaan
khususnya, perbandingan-antara mata’pclajaran agama dan mata pelajaran
umum dalam kurikulum| madrasah bergerak| dalam kisaran sebagai berkut :
90% : 10%, 80% : 20%,.70%;:,30%, 50% : 50%, 40% : 60%, dan 30% :
70%.'° Meskipun setelah kemerdekaan mata pelajaran agama juga masuk
dalam kurikulum, sekolah, ‘namun. porsinya” hampir, tidak pernah mencapai
10%." Sebagai contoh Jasus, Mastuhu mencétat porsi Pendidikan Agama

Islam (PAI) untuk SD dan SUTP dalam kurikulum tahun 1994 adalah sebagai

berikut :
1. SD kelas 1 dan {I 1 6,66%
2. SDkelas 1l :5,38%

“Ibid., hal. 160-183; Abdullah Syukri Zarkasyi, “Langkah Pengembangan Pesantren”,
dalam M. Anies et al. (eds.), Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren :@ Religiusitas
Iptek, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hal. 218-225.

A, Timur Djaelani. Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan
Agama, (Jakarta : Dermaga, 1980), hal. 32.

rbid.
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3. SDkelasIV :5,00%
4. SD kelas V-V1 dan SLTP I-III :4,75%.'®

Tentu saja pada SD, SLTP, dan SMU-SMK vyang dikelola oleh
organisasi-organisasi Islam, muatan PAI bisa lebih besar dari data di atas,
misalnya dengan memanfaatkan porsi Muatan Lokal (ML). Namun dalam
keseluruhannya, anggapan umum dalam masyarakat bahwa madrasah (MI,
MTs, MA) adalah sekolah agama dan sekolah (SD, SLTP, SMU-8MK) adalah
sekolah umum, sampai batas-batas tertentu cukﬁp valid dilihat dari struktur isi

kurikulumnya.
Untuk mengikhtisarkan, di bawah.inj dikemukakan garis-garis umum-
umum karakteristik madrasah dalam perkembangan sejarahnya di Indonesia.
1. Karakteristik terhadap pésantren :
1) Bangunan fisikimadrasah terbatas bangunan gedung sekolah
2) Kurikulum miadrasah | mengdkup | ilmu-itmu agama dan ilmu-ilmu
umum
3) "Pendidikan madrasah diselenggarakan dengan sistem klasikal
4) Orientasi pembelajaran/madrasali lebih pada ranah kognitif peserta
didik
2. Karakteristik terhadap sckolah : struktur isi kurikuum madrasah
mencakup pelajaran agama dan pelajaran umum dengan rasio yang

tidak terlalu pincang.

'“Mastuhu, Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam, (Jakarta : Logos Wacana [lmu,
1999), hat. 89-90.
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B. Perkembangan Madrasah Menjelang Orde Baru
Tema pokok kebijakan pemerintah Orde Lama terhadap madrasah
adalah “pembinaan”. Pembinaan dimaksud “diarahkan kepada usaha untuk
mendapatkan dan bahkan meniadakan sama sekali dua polaritas antara
orientasi yang hanya mementingkan pendidikan dan pengajaran agama dengan
orientasi yang juga hanya pendidikan dan pengajaran umum”. o
Menurut paradigma “politik pembinaan™ tersebut, usaha ke arah
“integrasi” (atau “‘unifikasi”) antara model pendidikan dan pengajaran yang
berorientasi hanya pada pelajaran agama divsatu pihak dan pelajaran umum di
pihak lain, hanya dapat tercapai apabila pembinaan madrasah merupakan sub-
sistem dalam kesatuan sistern\peéndidikan nasional. Dalam hal ini pola teknis
pembinaan pendidikan madrasah diletakkén pada pengembangan bakat dan
kemampuan peserta didik: secara bersamaan (bukan berimbang) dalam tiga
hal, yaitu :
1. Pelajaran’ untuk ‘péngembangan. akal,  disebut .k&lompok pelajaran
pengetahuan alam.
2. Pelajaran untuk pengembangan jperasaan.dan kemauan atau hati, disebut
kelompok pelajaran agama.
3. Pelajaran untuk pengembangan kecekatan dan keterampilan tangan,

disebut kelompok pelajaran kerajinan ta.ngatn.20

"Djaelani. op.cit., hal. 33,

®Wasty Soemanto, Landasan Historis Pendidikan Indonesia, (Surabaya : Usaha
Nasional, 1983). hal. 152
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Landasan pembinaan madrasah yang dijalam oleh pemerintah Orde
Lama adalah UU No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan
pengajaran di Sekolah.?' Di antara pasal-pasalnya yang berhubungan dengan
pembinaan perguruan agama Islam pada umumhya dan madrasah khususnya
adalah pasal 10, 13, dan 14. Pasal 10 ayat (1) menyatakan : “Semua anak-anak
yang sudzh berumur 6 tahun dan yang sudah berumur 8 tahun diwajibkan
belajar di sekolah, sedikitnya 6 tahun lamanya™. Ayat (2) secara lebih spesifik
menunjuk peran madrasah khsusnya dalam sistem pendidikan nasional:
“Belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menten
Agama dianggap telah | memenuhiykewajiban belajar”. Pasal 13 ayat (1)
menyatakan : “Atas dasarkebebasan'tiap-tiap warga negara menganut sesuatu
agama atau keyakinan| hiidup, 'maka késempatan leluasa diberikan atau
keyakinan hidup. maka kesempatan (luas, diberikan untuk mendirikan dan
menyelenggarkaan sekolah partikelir”. Selanjutnya, Pasal 14 ayat (10
menyatakan ‘‘Sekolah-sekolah partikeliryang megmenuhi‘syarat-syarat, dapat
menerima subsidi dari pemerintah untuk pembiayaan”.

Secara histonris,kebijakan, dan perkembangan pada awal tahun 1950-an
inilah yang menjadi dasar kebijakan dan perkerﬁbangan madrasah pada masa
menjelang Orde Baru, periode pertengahan peﬁama tahun 1960-an. Fakta
menunjukkan bahwa perkembangan madrasah menjelang Orde Baru, secara

kuantitatif hanya terjadi pada tingkat dasar, yaitu MI sedangkan untuk MTs

“'Naskah lengkap UU No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran
di Sekolah, lihat Departemen Agama Rl, Himpunan Peraturan Perundang-undangan
Pendidikan Agama [slam pada Sekolah Umum, (Jakarta - Dirjen Bimbaga [slam, 1998), hal. 20-
45.
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dan MA tidak mengalami penambahan. Jumlah MI pada pertengahan 1960-an
tercatat sebanyak 13.057, sehingga total madrasah pada tahun tersebut
sebanyak 13.849 buah.”? Jumlah ini adalah madrasah yang memenuhi
kualifikasi terdaftar.

Sebuah perkembangan baru yang terjadi dalam sejarah madrasah pada
masa menjelang Orde Baru ialah munculnya madrasah-madrasah negen, yang
sekali lagi terbatas pada tingkat dasar. Lahirnya MIN ini berasal dari madrasah
yang tadinya berstatus swasta. Jumlah MI swasta yang dinegerikan sebanyak
235 buah, masing-masing 205 buah berasal dari MI yang semula diasuh oleh
Pemerintah Daerah Istimfewa Aceh, 195 buah berada dari Karesidenan
Lampung, dan 11 buah berasal dari'Madrasah Mambaul Ulum di Karisedanan
Surakarta. Penegerian tersebut masing-masing berdasarkan Penetapan Menten
Agama No. |, 2, dan 12 taun 1959 %

Pada tahun yang /sama, |permierintah melalui Departernen Agama juga
melakukan usaiha pembaruan sistem pendidikan pada madrasah dengan
memperkenalkan Madrasah—-Wajib\ Belajar (MWB) “-Pelaksanaan MWB
bertujuan untuk menunjang kemajiian ekonomi, industri, dan transmigrasi.
Lama belajar pada yMWB _ditetapkan=8« tahun, dengan pertimbangan agar
setelah tamat, kira-kira usia 15 tahun, para lulusan sudah diizinkan kerja
sesuai dengan Undang-undang Perburuhan pada waktu itu. Sesuai dengan
tujuannya, pada MWB pelajaran agama mendapat porsi 25% sementara

pelajaran umum dan keterampilan sebanyak 75%.%

“Maksum. op.cit m hal, 126
*Djaelant, ap.cit.. hal. 38.

Hpid . hal. 23: Hasbullah. op.cit., hal. 179,
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Dilaksanakan MWB itu sebenarnya dimaksudkan scbagai usahi/dalam-
rangka penyeragaman materi kurikulum dan sistem penyelenggacdimpya,

sebagai bagian dan usaha peningkatan mutu MI. Akan tetapi, dalam
kenyataannya eksperimen MWB tersebut, oleh karena berbagai faktor seperti
kurangnya sarana dan fasilitas serta tentang guru yang profesional, tidak
berhasil berjalan seperti yang diharapkan. Di lingkungan masyarakat muslim,
apresiasi terhadap MWB cenderung kurang positif, untuk tidak mengatakan
negatif. Sebab MWB, dengan porsi pelajaran agama hanya 25%, dipandang
kurang memenuhi fungsinya sebagai lembaga pendidikan agama Islam. Oleh
karena itu, berdasarkan Peraturan-Mentenn Agama No. 4 Tahun 1963, MWB
diintegrasikan ke dalam| MI bidsa Perigalaman inilah yang mengilhami,
meskipun tidak diakui secara eksplisit;lahimya SKB 3 Menteri Tahun 1975,
yang akan dibahas pada bab berikutnya.

Usaha-usaha Departemen - Agama, (dalam melakukan pembinaan
terhadap madrasah sejak awal berdirinya sampai menjelang lahimya Orde
Baru dapat dikatakan ‘cukup™maksimal,“meskipufi.agakiiya belum berhasil
menciptakan kerangka kurikulum /yang, sefagam pada semua madrasah,
khususnya pada madrasah-madrasah swasta., Kegagalan ini untuk sebagian
mungkin disebabkan oleh “politik pendidikan™ pemerintah Orde Lama yang
cenderung memberikan apresiasi yang rendah terhadap madrasah. Sebagai
contoh. dalam rencana 10 tahun memerangi buta huruf yang dikeluarkan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1951, sama sekali tidak

disebutkan sumbangan madrasah terhadap rencana tersebut. Lebih dari itu,

B1bid.
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dalam Rencana Pembangunan 8 Tahun (1961-1969) yang diserahkan
pemerintah kepada MPRS, dinyatakan bahwa madrasah akan berkembang
mengikuti tipe sekolah umum untuk akhirnya akan masuk di bawah
wewenang Departemen Pendidikan dan Kebudgyaan. Menurut rencana itu,
tugas pendidikan agama akan dibatasi. Oleh karena itu, untuk masa peralihan,
madrasah sudah harus dibimbing secara lebih intensif oleh Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga tujuan integrasi dalam sekolah akan
tercapai.”®

Meskipun Ketetapan MPRS No, 1171960 dan No. 1/1963 akhirnya tetap
memutuskan “Médrasah hendaknyayberdirt sebagai badan otonom di bawah
Departemen Agama dan bukan di bawah pengawasan Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan™?" namun Kecenderifigan umum politik pendidikan
pemerintah Orde Lama (kecuali-Departemen Agama) terhadap madrasah,
sampai batas-batas tertentu masih mewarisi mental politik pemerintah Hindia
Belanda. Boltiik itu dapat digambarkan, dalam ungkapan “dukung dan batasi”.
Di bawah iklim dan perlakuan politik seperti itulah madrasah berkembang
pada masa menjelang.Orde Baru, dengan segenap prestasi dan kegagalannya
sebagai lembaga pendidikan agama, sampai akhimya pecah pemberontakan
Partat Komunis Indonesia (PKI) pada tanggal 30 September 1965, yang

mengantarkan rakyat Indonesia memasuki alam Orde Baru.

“Steenbrink, op.cit., hal. 98-99.
TIbid . hal 99: Djaelani, op.cit., hal 24,



BAB III
KEBIJAKAN PEMERINTAH ORDE BARUPA¥YAM

PENDIDIKAN ISLAM : KASUS MADRASAH

A. Warisan Orde Lama

Pecahnya pemberontakan G30S/PKI yang abortif pada tahun 1965
telah mengakhiri masa kekuasaan pemerintahan Orde Lama, yang telah
berkuasa selama 20 tahun. Sebagai gantinya muncul pemerintahan baru yang
menamakan diri Orde baru-Istilah Orde -ama untuk menyebut pemerintahan
sebelumnya adalah nama yang dibérikan oleh pemerintahan Orde Baru, bukan
nama yang dipakai sendiriymalalitidak dikenal, oleh pemerintah sebelumnya.

Peran umat Islam dalam mematahKan pémberontakan G30S/PKI dan
menumbangkan Orde Lama,, yang sekaligus mengantarkan lahirnya Orde
Baru, jelas sangat besar.” Oleh karena itu, pada awalnya, dalam beberapa hal,
Orde Baru tampak berusaha.mengadakan petrubahan,terhadap kecenderungan
politik dan kekuasaan, yang,tidak bertanggung jawab warisan rezim lama,
termasuk di antaranya dan terutama yang menyangkut hubungan Islam dan
negar:«,\.3 Pada waktu l.yang.sama, di-kalangan/umat.Islam timbul semacam

optimisme tentang kehidupan yang demokratis, karena romantisme perjuangan

'Latar belakang dan proses tumbangnya Orde Lama dan lahirnya Orde Baru, lihat antara
lain UIf Sundhaussen. Politik Militer Indonesia 1945-1967 : Menuju Dwi Fungsi ABRI, terj.
Hasan Basari, (Jakarta : LP3ES, 1986), khususnya bab V, dan VI, hal. 278-439.

*Tentang peran umat Islam, khususnya pemuda Muslim, dalam menumpas G30S/PKI dan
menumbangkan Orde Lama, vang mengantarkan kepada kelahiran Orde Baru, lihat antara lain
Ridwan Saidi, Pemuda Islam dalam Dinamika Politik Bangsa 1925-1984, (Jakarta : Rajawali
Pers, 1984), hal. 60-83.

*M. Syafi’i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia Sebuah Kajian Politik tentang
Cendekiawan Muslim Orde Baru, (Jakarta : Paramadina, 1995), hal. 4.
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menumbangkan Orde Lama penuh dengan retorika demokrasi. Qptimismerita’
mengkristal dalam bentuk harapan untuk kembali memainkan peranag sepsra
pada masa sebelum berlakunya “demokrasi terpimpin”, yakni pada masa
demokrasi parlementer (liberal).*

Akan tetapi, harapan tersebut kemudian ternyata menemui realitas
keras. Segera setelah merasa basis kekuasaannya cukup mantap vis a vis Islam
khususnya, pemerintahan Orde Baru bukan sa_fa melakukan depolitisasi dan
marjinalisast partai-partai politik, melainkan juga menabukan pembicaraan
masalah-masalah ideologts (kecuali Pancasila), terutama yang bersifat
keagamaan. Kenyataan ini/tentu saja menimbulkan rasa kecewa di kalangan
(sebagian) umat Islam, yang kemudian mengambil “jarak” dengan pemerintah.
Sebaliknya, dari pihak | lpemerinitah berkembag sernacam  “islam-phobi”,
sebagaimana yang tercermin dalam ungkapan “ekstrem kanan”. Dengan
demikian, hubungan “bulan'madu’-antara Islam dan negera pada awal lahimya
Orde Baru segera berakhir, yang kemudian digantikan oleh pola hubungan
yang bersifatantagonistik antara Islam dan negara‘ini tefjadi sejak tahun 1966
dan terus berjalan sampai tahun 1981’

Menurut pAbdul=~Aziz, Thabar=sepanjang aperjalanan Orde Baru,
hubungan antara Islam dan negara secara dialektis telah melahirkan tiga pola
atau corak yang berbeda. Pola hubungan yang bersifat antagonistik (1966-
1981) seperti dikemukakan di atas, sejak tahun 1982 berubah ke arah pola

hubungan yang bersifat resiprokal-kritis, yang berlanjut sampai tahun 1985.

‘Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, Merambah Jalan Baru Islam : rekosntruksi
Pemikiran Islam Masa Orde Baru, (Bandung : Mizan, 1986), hal. 108.

SAbdul Aziz Thaba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru, (Jakarta : Gema Insani
Press. 1996), hal. 240.
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Kemudian sejak tahun 1986 sampai menjelang runtuhnya Orde Bagpiga 24
Mei 1998, hubungannya berkembang menjadi lebih harmonis dalani™ieftuk
yang bersifat akomodatif.® Dalam dialektika hubungan antara Islam dan
negara tersebut, kebijakan pemerintah dalam pcndidikan Islam pada umumnya
dan terhadap pada khususnya merupakan salah satu variabel yang turut
mempengaruhi dan menentukan pembentukan maupun perubahan polanya.
Oleh karena itu, pengamatan terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru pada
madrasah akan ditempatkan dalam konteks dialektika hubungan Islam dan

negara tersebut.

Ketika Orde Baru tampil ke pentaspolitik nasional menggantikan Orde
Lama pada tahun 1965, yang secara dejure kekuasaannya menjadi efektif
setelah keluarnya Surat -Perintah Sebelas) Maret (Supersemar) 1966 yang
diperoleh melalui—meninjam istilah Kuiitowijoyo—“manuver politik yang
canggih”,’ strategi pokok yarlg ditempuh Orde :Baru diarahkan pada dua hal.
Pertama, menciptakan stabilitas. politik yang mantap sebagai conditio sine qua
non untuk membangun infrastruktur ekonomi nasional yang hancur menjelang
runtuhnya Orde Lama."Kédua; melaksanakan pembangunan berencana dengan
menjadikan modernisasy ‘sebagai® landasan) paradigmatiknya. Kebijakan
pemerintah Orde Baru terhadap madrasah, dengan demikian, dilakukan

berdasarkan paradigma modermnisasi.

Ibid . hal. 240-302. Lihat juga Afan Gaffar. “Politik Akomodasi : Islam dan Negara di
Indonesia™. Prospektif. no. 1 Vol. 4, 1992, hal. 65-75.

7Kumowijoyu. Paradigma Islam : Interpretasi untuk Aksi, (Bandung : Mizan, 1992),
hal. 138,
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Pada masa-masa awal Orde Baru, kebijakan pemerinah terhadap
madrasah, dalam beberapa hal, menurut Maksum, adalah melanjutkan dan
memperkuat kebijakan pemerintah Orde Lama. Ada dua “warisan” pokok
Orde Lama berkaitan dengan pembinaan madrasah yang menjadi “pekerjaan
rumah” bagi pemerintah Orde Baru. Pertama, kenyataan bahwa sistem
pendidikan madrasah lebih didominasi oleh muatan-muatan agama,
menggunakan kurikulum yang belum terstandar, memiliki struktur yang tidak
seragam, dan memberlakukan manajemen yang kurang dapat dikontrol oleh
pemerintah. Kedua, sebagai konsekuensi dari kondisi di atas, madrasah belum
dipandang sebagai bagiam) dani sistem pendidikan nasional, tetapi sebagai
lembaga pendidikan otonom di bawah'pengawasan Mentert Agama.®

Menghadapi kenyataan‘tersebut, “langkah pertama yang ditempuh
pemerintah Orde Baru “melalui) Departemen Agama dalam pembaruan
pendidikan madrasah adalah 'melakukan formalisasi dan strukturisasi
madrasah. Formalisasi dilakukan dengan menegerikan sejumlah madrasah
menurut kriteria yang ‘ditentukan olehwpemerintah; di“samping mendirikan
madrasah-madrasah negerimyang baru\ Adapyn strukturisasi dilakukan dengan
pola penjenjangan y dan, rumusan y kurikulumy sekolah-sekolah di bawah
Departemen Pendidikan dan Kebudyaan.

Dalam rangka formalisasi dimaksud, pada tahun 1967 Menteri Agama
mengeluarkan kebijakan untuk menegerikan sejumlah madrasah pada semua
jenjang, melalui Penetapan Menteri Agama No. 80 Tahun 1967. Madrasah-

madrasah yang berhasil dinegerikan dan atau didirikan sampai pada tahun

#Maksum, Madrasah Sejarah dan Perkembangannya, (Jakarta : Logos Wacana Iimu,
1999), hal 132.
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1970 adalah M (yang kemudian menjadi MIN) sebanyak 123 buah, MTs 182
buah, MA 43 buah. Kebijakan ini kemudian dihentikan setelah keluar Surat
Keputusan Menteri Agama No. 213 Tahun. 1970 tentang Penghentian
Penegerian Sekolah/Madrasah dan Pendirian Sekolah/Madrasah Negeri dalam
lingkungan Departemen Agama.’ Alasan penghentian ini terutama karena
keterbatasan anggaran. Dalam Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
pertama tahun 1969-1973, Departemen Agama hanya merencanakan perluasan
Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN),
sedangkan pendidikan madrasah tidak dapat dikembangkan lebih luas.
Setidaknya, dengan dana ‘Yang tersedia, prioritas diberikan pada PGA dan
IAIN. "

Sejalan dengan langkah formalisasi madrasah, yang sekaligus pula
penataan penjenjangannya yang hampir sama dengan jenjang sekolah-sekolah
di bawah Departemen Péndidikan-dan Kebudyaan (dengan sedikit perbedaan
bahwa MIN lama belajarnya 7 tahun), pada tanggal 10 sampai 20 Agustus
1970 dilakukan pertemuan “di Cibogo;=Bogor, ‘Jawa Barat, dalam rangka
penyusunan kurikulum o Madrasahfuntuky Semua tingkat secara nasional.
Kurikulum madrasah yang diremuskan dalam pertemuan di Cibogo tersebut
diberlakukan secara nasioal berdasarkan Surat keputusan Menteri Agama No.
52 Tahun 1971, yang, dengan beberapa perbaikan dan penyempurnaan,
dikenal sebagai kurikulum 1973. Dari struktur isinya, kurikulum madrasah

1973 pada dasarnya sudah cukup mencerminkan perkembangan yang serius

°Ibid., hal. 141 A. Timur Djaelani, Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan
Perguruan Agama. (Jakarta | Dermaga, 1980), hal. 38-40.

YK arel A. Steenbrink, Pesantren Madrasah Sekolah : Pendidikan Islam dalam Kurun
Modern_ (Jakarta : LP3ES, 1994), hal 95-100.
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dalam rangka mengarahkan madrasah sebagai bagian dar sistem pendidikan
nasional. Komponen-komponen isinya mencakup bukan saja mata pelajaran
agama. melainkan juga mata pelajaran-mata pelajaran umum dan mata
pelajaran-mata pelajaran kejuruan.1I Analisis lebih jauh tentang kurikulum
madrasah 1m akan dikemukakan pada bab berikutnya.

[angkah-iangkah serius dan strategis yang dilakukan oleh Departemen
Agama pada awal Orde Baru dalam melanjutkan dan memperkuat kebijakan
pembinaan madrasah yang dilakukan oleh pemerintah (Departemen Agama
pada masa) Orde Lama, pada kenyataannya kurang atau bahkan tidak
mendapat pengakuan yang/penuh dalam pelitik makro pendidikan pemerintah
Orde Baru. Pada tanggal 18 Apnil 1972 pemeriﬁtah mengeluarkan kebijakan
berupa keputusan Presiden (Kepres)™No. 34 Tahun 1972 tentang Tanggung
jawab Fungsional Pendidikan dan I'atihan. Dalam pasal 33 Kepres dimaksud
dinyatakan bahwa ruang. lingkup pembidangan tugas dan tanggung jawab
dalam melaksanakan pembinaan pendidikan dan latihan sebagaimana yang
dimaksud ‘asal 1 Kepres\tersebut diatursebagai bertkut.:

1. Menten Pendidikan dan,Kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab atas
pembinaan pendidikan umum,dan kejuruan.

2. Menteri Tenaga Kerja bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan
latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja bukan pegawai negeri.

3. Ketua Lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggung jawab atas

pembinaan pendidikan dan latihan kursus khusus pegawai negeri.'

HMaksum, op.cit., hal. 141-142.
"’Djaelani, ap.cit., hal. 68-69.
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Kepres No. 34/1972 tersebut jelas mengimplikasikan bahwa semua
lembaga pendidikan di Indonesia harus berada di bawah tanggung jawab
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Malah, menurut Maksum, terdapat
indikasi kuat madrasah akan dihapuskan.'? Indikasi ini terbukti dari kenyataan
bahwa di beberapa tempat di daerah sudah banyak MI swasta yang
diperintahkan oleh pemerintah setempat untuk menyerahkan gedung
madrasahnya bagi pendidikan SD, baik secara persuasif maupun melalm
tekanan secara intimidatif, "

Langkah-langkah “pengambilalihan’’ sejumlah madrasah di beberapa
tempat di daerah dalih Kepres Neoi)34/1972 tersebut, tentu saja menimbulkan
protes keras dan penyelenggarawimadrasah swasta dan ulama, yang
disampaikan kepada Departemen Agama/’| Sebab, bagaimanapun, langkah
tersebut bertentangan dengan bunyi dan s€mangat Pasal 13 ayat (1) UU No. 4
Tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran di sekolah yang menyatakan
bahwa “Atas dasar kebebasantiap=tiap warga negafa menganut sesuatu agama
atau keyakinan hidup, fmiaka lkesempatanilehiasa diberikan untuk mendirikan
dan menyelenggarakan_sekolah-sekolah_partikelir”. Selain itu, dalam TAP
MPRS No. 2 Tahun 1960 ditegaskan bahwa madrasah adalah lembaga

pendidikan otonom di bawah pengawasan Menteri Agama.'®

“Maksum, ap.cit.. hal 147
14Zakiah Daradjal, “Pengantar”, dalam 7bid., hal_ix.
Y1bid,

"““Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan PerundangOundangan Pendidikan
Agama Islam pada Sekolah Umum, (Jakaria : Direjn Bimbaga Islam, 1998), hal. 15 dan 24-25.
Rujukan selanjutnya kepada peraturan perundang-undangan tetanng pendidikan dalam bab ini,
mengacu kepada sumber ini. kecuali bila disebut sumber lain.
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Reaksi pemerintah pusat atas protes dan para penyelengagra madrasah
swasta dimaksud, pada kenyataannya, justru cenderung “provokatif’, untuk
tidak mengatakan “konfrontatif”, dengan mengeluarkan Instruksi Presiden
(Inpres) No. 15 Tahun 1974. Isinya satu hal saja, menginstruksikan agar
Kepres No. 34/1972 dilakksanakan. Dengan Inpres ini pemerintah pusat pada
dasarnya memberikan  justifikasi, dimaksudkan atau tidak, praktik
pengambilahihan madrasah swasta untuk sekolah dasar yang dilakukan oleh
sebagian pemerintah daerah.

Menurut Maksum¢ kebijakan, di seputar Kepres No. 34/1972 yang
kemudian diperkuat dengan Inpze8 No. 1571974, menggambarkan ketegangan
yang cukup keras dalam hubungan antara madrasah dan pendidikan nasional.!”
Akan tetapi lebih dani ituzia juga merefleKsikan pola hubungan yang bersifat
antagonistik antara Islam-dan negara; sTampaknya, pada masa-masa awal,
pohtik pendidikan pemeritnah Orde Baru terhadap madrasah masih tetap
menganut | paradigma \*dukung-batasi’, Jseperti /yang.dikembangkan oleh
pemerintah Orde Lamawwnamun Kerjakerja serius terus dilakukan oleh
Departemen Agamay sebagaimmedium=yang=menjembatani antara Islam dan
negara, untuk memperkuat dan mendefinisikan posisi madrasah dalam sistem
pendidikan nasional. Usaha ini, pada tingkat awal melahirkan SKH Berma 3

Menten, yang akan dibahas berikut ini.

“Maksum. ep.cit. hal 147
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B. Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Sebagai Titik Tol#k

Antara tahun 1966 sampai 1974, politik pendidikan pemewdfaEFOrle
Baru secara mai(ro hampir sepenuhnya merefleksikan warisan kebijakan
pemerintahan Orde Lama. Hal ini terlihat jelas dari kenyataan bahwa
madrasah belum dianggap masuk ke dalam sistem pendidikan nasional.
Usaha-usaha penegerian madrasah dan penyusunan kurikulum 1973 yang
berlaku secara nasional untuk madrasah pada semua jenjangnya, sebegitu jauh
belum dapat dijadikan bahan pertimbangan, apalagi dijadikan alasan, untuk
mengakui lembaga 1n1 sebagai bagiam penting dan sistem pendidikan nasional.
Di mata pemenintah Orde Bami)pada ‘periode 1966-1974, satu-satunya
kemungkinan bagi madrasah untuk®bisa; menjadi bagian integral sistem
pendidikan nasional ialahSbahwa ia harus/berada di bawah tanggung jawab
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Dari pihak umat Islam, sebaliknya, ada kekhawatiran yang kuat bahwa
jika madrasah [berada\di" bawah -Departemen Pendidikanydan Kebudayaan,
eksistensi dan spesifikasi_madrasah sel;agai lembaga pendidikan Islam akan
hilang. suatu kekhawatiran vang bukan samé sekali tanpa alasan. Tarik-
menank kepentingan milah yang menimbulkan ketegangan antara [slam dan
negara dalam konteks keberadaan madrasah, yang mencapai puncaknya
dengan keluarmya Kepres No. 34/1972 dan Inpres No. 15/1974.

Untuk meredakan ketegangan tersebut dan sekaligns mencan solusi
yang dapat diterima oleh semua pihak menyangkut posisi madrasah dalam

sistem pendidikan nasional, maka atas usul Direktorat Pendidikan Agama
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kepada Menteri Agama diselenggarakan sidang Majelis Pertimbangan
Pendidikan dan Pengajaran Agama (MP3A), lembaga yang menghimpun para
ahli dan praktisi pendidikan Islam di Indonesia, oleh Departemen Agama.
Dalam sidang MP3 A tersebut, yang semula sempat dihambat pelaksanaannya
oleh pemerintah, dicapai kesepakatan untuk menyarankan agar madrasah,
sebagai lembaga pendidikan khusus, tetap berada di bawah tanggung jawab
Departemen Agama, sementara “pelajaran umum” di madrasah disesuaikan
dengan standar pengetahuan umum di sekolah umum setingkat. Hasil sidang
MP3A itu disampaikan kepada-Menteri Agama, yang kemudian disampaikan
kepada Presiden.' |
Pada Sidang Kabinet terbatas tanggal 26 November 1974 Menteri
Agama, A. Mukti Ali,| menyampaikan Kecemasan umat Islam berkaitan
dengan 1si dan imptlikasi -lebih/jaulr dan.Kepres dan Inpres' di atas. Dengan
mempertimbangkan hasil sidang MP3A dan adanya kecemasan umat Islam
terhadap (implikasi| Kepres ™ dan{Impres tefsebut, pémerintah bersedia
menempuh jalan kompfomi!’ Berdasarkan ha§il Sidang Kabinet terbatas,
Presiden menggluarkan. petunjuk teknis.. (juknis) Kepres No. 34/1972 dan
Inpres No. 15/1974, yang isinya :
1. Karena tujuan pembangunan kita: adalah untuk mencapai kemajuan
material dan spintual yang seimbang, maka harus ada keseimbangan

antara pendidikan umum dan Pendidikan Agama.

®*Daradjat. op.cit.. hal. ix-x.
""Maksum, op.cit.. hai. 149,
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2. Pembinaan Pendidikan Umum adalah tanggung jawab Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan, sedangkan tanggung jawab Pendidikan Agama menjadi
tanggung jawab menetri Agama.

3. Untuk melaksanakan Kepres No. 34 tahun 1972 dan Inpres No. 15 tahun
1974 dengan sebaik-baiknya perlu ada kerja sama antara Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Dalam Negeri dan Departemen
Agama.

Dengan keluarnya petunjuk teknis pelaksanaan tersebut, ketegangan
antara pendidikan agama deéngan pendidikan nasional—implisit ketegangan
antara Islam dan negara—sedikit{banyak“dapat diatasi. Petunjuk teknis itu
mengandung perbedaan yang, cukup'mendasar dengan Kepres dan Inpres,
yang didalamnya dengan “tegas dinyatakan’ bahwa hak dan tanggung jawab
pengelolaan pendidikan agama tetap, berada di bawah Departemen Agama.
dengan demikian, petunjuk teknis itu telah memberikan suatu model solusi
yang kompromistis; di\satu pihak=ia meémberikan{peéngakuan atas eksistensi
madrasah yang tetap berada @& bawdh hak dan tanggung jawab Departemen
Agama, tetapi di pihak_lain_tetap memberikan kepastian akan berlanjutnya
usaha yang mengarah pada pembentukan sistem pendidikan nasional yang
terpadu.

Sebagai tindak lanjut, petunjuk teknis dimaksud di atas sebagai segera
ditkuti dengan penyusunan Surat Keputusan Bersama Tiga (SKB 3) Menteri,
yatiu Menterai Agama No. 6, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 037/U,
dan Menteri Dalam Negeri No. 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu pada

Madrasah. Keluamya SKB 3 Menteri tentang Peningkatan Mutu Pendidikan
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pada Madarasah ini menandai era baru format politik pendidikan pemernintah
Orde Baru terhadap madrasah. Bagi kelangan yang mempertahankan
eksistensi madrasah, baik dan lingkungan Departemen Agama sendiri maupun
dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kehadiran SKB 3 Menten
tersebut merupakan sebuah langkah strategis.m

Dalam SKB 3 Menteri, sejumlah diktum yang memperkuat posisi
madrasah lebih ditegaskan lagi dengan memerinci bagian-bagian yang
menunjukkan kesetaraan madrasah dengan sekolah umum. Dalam Bab I Pasal
1 ayat (1) madrasah didefimsikan sebagai lembaga Pendidikan yang
menjadikan mata pelajaran) agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang
diberikan sekurang-kurangnya® 30% di samping mata pelajaran umum.
Kemudian pada ayat (2)! ditegaskan bahwa madrasah itu meliputi tiga
tingkatan :
1. Madrasah Ibtidaiyah, setingkat dengén sekolah dasar.
2. Madrasah Tsanawiyah, setingkat dengan sekolah menengah pertama.
3. Madrasah’Aliyah, setingkat.dengansekolah imenengah.atas.

Selanjutnya, dalamyBab 1l Pasall2 diatur tentang kesetaraan ijazah,
yang memungkinkansiswa-inelanjutkan satau, pindah ke sekolah umum.
Ditegaskan bahwa maksud dan tujuan peningkatan mutu pendidikan pada

madrasah ialah agar tingkat mutu pelajaran umum dari madrasah mencapai

®Menurut Zakiah Daradjat, dalam suatu wawancaranya dengan Maksum (op.cit., hal.
150, footnote 33} tanggal 25 Februar 1998, meskipun secara umum dan kelembagaan sikap
Departernen Pendidikan dan Kebudayaan lebih memihak pad apenghapusan dan pengambilalihan
madrasah, namun tdak sedikit pejabat dan pakar dari departemen itu secara politis menaruh
simpati terhadap tuntutan umat Islam dan Departemen Agama yang mempertahankan madrasah.
Sejumlah poin dalam SKB 3 Menteri vang menguntungkan madrasah justru diperjuangkan dan
disusun oleh mereka.



BAB 1V

KURIKULUM MADRASAH PADA MASA ORDE BARL

A. Karakteristik Kurikulum Madrasah

Cini pokok yang menandai kurikulum madrasah sejak zaman klasik
Islam sampai era kontemporer di Indonesia ialah bahwa organisasi atau desain
isinya memuat baik mata pelajaran agama maupun mata pelajaran umum.
Pada zaman klasik Islam, seperti dijelaskan dalam bab kedua, organisasi
kurikvlum yang memuat pelajaran agama dan pelajaran umum belum
langsung dikembangkan ketika-sistem madeasah pertama kali diperkenalkan.
Dalam sejarah perkembangannyadidindonesia, sejak sistem madrasah pertama
kati diperkenalkan pada, dasawarsa’ pertama abad ke-20, ia langsung
menerapkan kurikulum yahg memuat pelajaran agama dan pelajaran umum.
Hal ini adalah konsekuensi—logis dari-latar-belakang kehadiran madrasah di
Indonesta. Pada satu segi, “madrasah yang diperkenalkan di Indonesia
merupakai hasihadops: dan adagtasy dari madrasalhdalam perkembangannya
yang “‘mutakhir” di Timur Tengah, yang sudah mengembangkan organisasi
kurikulum yang memuat pelajaran agama dan pelajaran umum.' Pada segi
lain, kehadiran] madrasahy 'di_Indonesia_pada) awal-pertumbuhannya adalah
scbagai reaksi dan upaya untuk menjembatani antara sistem pendidikan

tradisional yang dilakukan pesantren yang hanya membernikan pelajaran agama

'Maksum, Madrasah : Sejarah dan Perkembangannya, (Jakarta : Logos Wacana llmu,
1999), hal. 7.

54
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dan sistem pendidikan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial
Belanda yang hanya mengajarkan mata pelajaran umum.’

Pada masa Orde Baru, kurikulum madrasah mengalami perubahan dan
pergantian yang cukup sering. Akan tetapi bila dilihat dan tahap-tahap dan
periodisasi perkembangan politik pemerintah terhadap madrasah, maka ada
tiga kurikulum madrasah yang secara “resmi” mewakili masing-masing
periode. Pertama, kurikulum madrasah tahun 1973, yang mewakili periode
“warisan Orde Lama” (1966-1974). Kedua, kurikulum madrasah tahun 1984,
yang mewakili periode Jpeningkatan, mutu” (1975-1988) dalam politik
pemerintah Orde Baru terhadap madiasah.

Dari data tahun kelahiran dan/atau pemberlakuan kurikulum pada
masing-masing periode dicatas terlihat jelas bahwa kurikulum “resmi” pada
periode pertama atau hasil mpdifikasimya_tetap berlaku sampai tahun-tahun
awal periode kedua. Demikian pula kurikulum “resmi” periode kedua dan/atau
denvasinya masihy bertaku padaltahun-tahun lawal ‘periode ketiga, sampai
kurikulum “resmi’” periode ketiga lahir' dan dibertakukan. Dengan kata lain,
masa antara lahimya kurikulum “resmi” periode pertama sampai kelahiran
kurikulum “resmi” periode kedua dan antara kurikulum “resmi” periode kedua
sampai lahirnya kurikulum “resmi” periode ketiga terdapat  kurikulum-
kurikulum “transisi”, yang merupakan modifikasi terhadap kurikulum ‘resmi™.

Meskipun kurikuum madrasah mengalami perubahan yang cukup

sering selama masa Orde Baru, namun perubahan itu tidak menyentuh

*Muhaimin dan Abd. Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam : Kajian Filosofik dan
Kerangka Dasar Operasionalnya, (Bandung : trigenda Karya, 1993), hal. 305.



karakteristiknva yang pokok. Karakteristik pokok kurikulum nYedsa¥aii sadkcri
organisasi isinya memuat baik pelajaran agama maupun pelajaran Uinurff sTap
tidak berubah. Arah perubahan kurikulum madra;%ah selama masa Orde Baru,
sebagaimana yang akan dibahas lebih jauh pada bagian ketiga bab ini,
umumnya hanya berkisar di scputar masalah perimbangan porsi antara
pelajaran agama dan pelajaran umum. Fakta bahwa kurikulum madrasah
memuat baik pelajaran agama maupun pelajaran umum, sebagian penulis
menggambackan ciri pokok kurikulm madrasah, dilihat dari organisasi isinya,
adalah “integrasi” antara-pélajaran, agama dan pelajaran umum,’  atau
“konvergensi” antara pelajaran agama dan pelajaran umum.! Akan tetapi
pendapat ini agaknya perinditinjan ulang.

Sementara itu, ditthat dari sudut tedri kurtkulum, organisasi kurikulum
madrasah. pada semua jenjangny ac pada _dasarnya mengikuti model konsep
kurikulum subjek akademis, namun dengan beberapa modifikasi tertentu
sesuai dengan tuntutan, aktual”rpang dan waktu/(Indonesia dan Modem).
Seperti dijelaskan paddi.bab pertaima, imodel konsep kurikulum subjek
akademis bersumber, dan aliran, pendidikan.klasik, yaitu peremalisme dan
esensialisme, yang berorientasi pada masa lalu. Dasar filosofi yang menjadi

paradigma kurikulum subjek akademi adalah bahwa semua ilmu pengetahuan

*A Mustafa dan Abdullah Alv. Sejurah Pendidikan Islam di Indoensia, (Bandung :
Pusiaka Seua. 1Y98). hal. 143-144, :

‘Karel A, Steenbrink, Pesantren Madrasah Sekolah : Pendidikan Islam dalam Kurum
Modern. (Jakarta - LP3ES. 1994), hal. 97.
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dan nilai telah ditemukan oleh para pemikir masa lalu. Fungsi pendidikan
adalah memelihara dan mewariskan haisl budaya masa laln.’

Berdasarkan dasar filosofi 1 atas, kurikulum subjek akademis lebih
mengutamakan isi pendidikan. Dengan demikian, kriteria siswa yang berhasil
dalam belajar 1alah siswa yang menguasai sehu‘uh atau sebagian besar isi
pendidikan vyang diberikan oleh guru. Proses pendidikan atau belajar
mengajamya, dengan demikian, lebih bersifat intelektual. Nama-nama mata
pelajaran yang menjadi kunkulum hampir sepenuhnya sama dengan nama
disiplin ilmu.® Hal yang teraklur iniAjelas terlihat dalam isi kunkulum
madrasah. Sebagai ilustrasi dapatfdikemukakan contoh tentang nama-nama
mata pelajaran yang mengadi Ja8ivkufikulum| madrasah tahun 1973, dengan
mengambil kelompok mata pelajaran dasar pada MI dan kelompok mata
pelajaran pokok pada kurikulum MTs dan MA.

Kelompok mata pelajaran dasar dalam kurikulum MI tahun 1973
meliputi  Al-Qurtan, Hadis;Tauwhid, “Akhlak, /Kewarganegaran, Bahasa
Indonesia, dan Pendidikan' Jasmani\ Kemudian kelompok mata pelajaran
pokok dalam kurikulum MTs_meliputi_Figih, Sejarah Islam, Bahasa Arab,
Bahasa Inggris, Sejarah, I[lmu Aljabar, Ilmu Ukur, llmu Alam, Ilmu Hayat,

dan Ilmu Bumi. Pada kurikulum MA, mata pelajaran-mata pelajaran pada

kelompok pokeok meliputi Fiqih/Ushul figih, Tarikh 7asyri’, Sejarah Islam,

*Nana Svaodih Sukmadinata. Pengembanagan Kurikulum :@ teori dan Praktek,
(Bandung : Remaja Rosda Karva, 2000), hal. 81.

Ibid . hal. 81082,
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Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Sejarah Kebudayaan, Ilmu Pasti, IPA, Biologi,
Fisika, Kimia, Geografi, Ekonomi/Koperasi, Hitung Dagang, dan Tata Buku.”

Nama-nama mata pelajaran yang menjadi isi kurikulum madrasah
tahun 1973 ini untuk sebagian besar sama dengan nama disiplin ilmu.

Seperti dikemukakan di atas, model konsep kurikulum subjek
akademis yang digunakan dalam kurikulum madrasah tidak murni dan altran
perenialisme dan esensialisme seinata. Sebab, pada kenyataannya, kurikulum
madrasah juga mengadopsi, sampai batas-batas tertentu, prinsip-prinsip
kurikulum paradigma progresi\'isme,8 Salah satu prinsip penting dan
pandangan progresivisme tentangfKarikulum yang diadopsi menjadi prinsip
kurikulum madrasah adalah \prinsip fleksibilitas program. Anton Timur
Djaelani, seorang yang banyak terlibat dalam proses penyusunan kurikulum
madrasah. menjelaskan :bahwa ¢ prinsip. ,fleksibelitas digunakan dalam
kurikulum madrasah dimaksudkan agar pendidik memperhatikan kondisi
peserta didik./Dalam hal/ini_ada d0a haldyang sangat ditekankan, yaitu (1)
metode yang digunakan ‘dalam proses, belajar mengajar harus sesua1 dengan
sifat bahan pelajaran dan tingkat kematangan peserta didik, dan {2) proses
belajar mengajar harus mempunyai sentuhan dengan pengalaman konkret
peserta didik dalam kehidupan schari-hari di tcnipat mereka tinggal.” Dengan

kata lain, prinsip fleksibilitas kurikulum madrasah yang diadopsi dan

"Daftar Lengkap isi kurikulum madrasah (M1, MTs, MA), tahun 1973, lihat lampiran.

*Untuk suatu tinjauan singakt tentang pandangan progresivisme tentang kurikulum, lihat
Imam Barnadib, Filsafat Pendidikan : Sistem dan Metode, (Yogvakarta : Andi Offset, 1994), hal.
36-37.
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paradigma kurikulum progresivisme pada dasarnya menekankan proses belajar
yang berorientasi “child-centered”. Hal ini akan melengkapi atau
mengimbangi paradigma perenialisme dan esensialisme yang menjadi
prototipe kurikulum subjek akademis yang terutama menekankan proses
belajar mengajar yang berorientasi “teacher —centered”.

Contoh paling konkret dari gagasan kurikulum progesivisme dalam
kurikulum madrasah terlihat pada kurikﬁlum tahun 1994, yang struktur isinya
memasukkan program muatan lokal (ML). Program ML terdapat dalam
kurikulum MI dan MTs, yang) masing-masing memperoleh alokasi dua jam
per minggu untuk semua kelas. 19 Memang bila dibandingkan dengan porsi ML
pada kurikulum SD dan |SLTP, program ML pada kurikulum MI dan MTs
relatif jauh lebih kecil. Pada SI) [alokasi’ML masing-masing dua jam per
minggu untuk kelas 1 dan.11; empat jam untuk Ifelas 111, lima jam untuk kelas
1V, dan masing-masing tujuh jam untuk kelas V dan VI. Pada SLTP, alokasi
ML masing-masing enamt jam untukisemual kelas d-sampai I11."" Akan tetapi,
masuknya program MU*dalam organisasi / kurikulum madrasah tersebut
membuat karakteristiknya, berubah dari=kuptkulum subjek akademis menjadi
kurikulum “subjek akademis plus”.

Dan segi pola organisasi atan desainn)';/a, kurikulum madrasah lebih

menekankan pada subjecr-centered design, baik dalam bentuk sparate-subject

?A. Timur Djaclani, Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Pergurnan
Agama. (Jakaria | dermaga. 1980). hal. 85.

1“Susunan selengkapnva kurikulum madrsah tahun 1994, lihat lampiran.

Y"Mastuhu, Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu,
1999)_hal 9
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curriculum maupun correlated curriculum dﬁn broad field curriculum.
Kurikulum madrasah t;';lhun 1973, pada semua jenjangnya, hampir sepenuhnya
menerapkan bentuk separate-subject curriculum. Mata pelajaran-mata
pelajaran menjadi isi kurikulum disusun secara terpisah-pisah, tanpa ada yang
menjembataninya. Sungguhpun demikian, dalam sistematikanya sejumlah
mata pelajaran (Ml 18 mata pelajaran, MTs 22 mata pelajaran, MA 26 mata
pelajaran) yang disusun secara terpisah-pisah tersebut dikelompokkan menjadi
empat kelompok program, yaitu kelompok mata pelajaran dasar, kelompok
mata pelajaran pokok, kelempok mata pelajaran khusus, dan kelompok mata
pelajaran esktrakurikuler. Dalam g€ori, kurikulum, organisasi kurikulum yang
disusun dengan sistematikd-“kelompok mata pelajaran™ dikenal sebaga: core
curriculum, yang bersumber damn pandangan progresivisme.12 Dengan
demikian, dilihat dari pola pengorganisasian isinya, kurikulum madrasah
tahun 1973 pada dasarnya menerapkan pola the separate-subject core
curriculum,

Seperti halnya kurtkulum tahiin, 1973, kurikulum madrasah tahun 1984
juga menggunakan bentuk kurikulumemata=peiajaran terpisah sebagai pola
dasar organisasinya. Pola core curriculum juga diterapkan, yaitu dalam bentuk
pengelompokan mata pelajaran menjadi kelompok Program Inti dan Program
Pilihan. Program inti dibagi menjadi dua bagian : (1) Pendidikan Agama dan
(2) Pendidikan Dasar Umum. Dalam susunan kurikulum MI dan MTs,

Program Pilihan adalah juga Pendidikan Dasar Pengembangan Kejuruan, yang

Zqukmadinata, Op. Cit.. hal. 122; Bamnadib, op.cit, hal. 37.
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terdiri atas empat mata pelajaran pilihan. Dalam susunan kurikulum MA,
Program Pilihan dibagi menjadi dua bagian, yaitu Program Pilihan A dan
Program Pilihan B. Program Pilihan A adalah juga program pengembangan
keilmuan, yang terdiri atas lima mata pelajaran pilihan. Sementara Program
Inti B adalah juga program pengembangan kejuruan, yang terdiri atas delapan
mata pelajaran pilihan. 1

Suatu ctri yang membedakan antara kurikulum madrasah tahun 1973
dan tahun 1984 dilihat dari segi pola pengorganisasiannya ialah bahwa
kurikulum tahun 1984 ,di samping , ménerapkan pola separate-subject
curriculum dan core cufriculug, Wjuga nenerapkan, sampai batas-batas
tertentu, pola correlated Ccurri¢ulum. Korelasi antarmata pelajaran pada
kurikulum tahun 1984 terlihat pada empat—yang semula, dalam bentuk
terpisah, berjumlah delapan—mata’ pelajaran, yakni Qur’an Hadis, Aqidah-
Akhlaq, Sejarah Nasional Indonesia-Sejarah Dunia, dan Pendidikan Olahraga-
Kesehatan.

Kurikulum inadrasah tahun 1994, yang merupakan kurikulum “resmi”
terakhir pada masa Orde, Baru, imenerapkan=gabungan pola-pola organisast
kurikulum yang lebith kaya. Meskipun model konsepnya tetap merupakan
kurikulum subjek akademis dan orientasinya tepap menekankan subject-
centered design, namun pola organisasi isinya menerapkan secara bersama-
sama pola separate-subject curriculum, correlated curriculum, dan broad field

curriculum, Pola separate-subject masih cukup jelas pada pemisahan diantara

13Susunan selengkapnya kurikulum madrasah tahun 1984, lihat lampiran.
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mata pelajaran atau satuan (unit) mata pelajaran. Kemudian pola korelatf
diwujudkan dalatﬁ bentuk korelasi (sebegitu jauh tampaknya belum mencapai
interpretasi) di antara beberapa mata pelajaran, seperti terlihat pada mata
pelajaran Al-Qur'an-Hadis, Aqidah-Akhlag, Pendidikan Jasmani-Kesehatan
(pada semua jenjang). Kerajinan tangan-Kesenian (pada kurikulum MI dan
MTs), dan Sejarah Nasional-Umum (pada kurikulum MA). Pola core
curriculum terhhat pada masuknya program ML (Ml dan MTs) dan
pengelompokan mata pelajaran menjadi Program Umum dan Program Khusus
(kelas 11l MA pada semua jurusan):

Ciri yang secara| khusus ginembedakan kurikulum madrasah 1994
dengan kurikulum madrasah ‘1973 ydan 1984 ialah diterapkannya secara
eksplisit pola broad fields—Di samping tiga pola di atas, dalam penyusunan
kurikulum madrasah tahuit ~1994. terlihat dari penyatuan beberapa mata
pelajaran yang berdekatan atau berhubungan menjadi satu bidang studi. Dalam
organisasi kurikulum M1 dan=M Tssmisalnya, matd pelajaran-mata pelajaran
Qur’an-Hadis, Aqidah & @khlaq, Figih, SKI,Adan Bahasa Arab disatukan di
bawah bidang _studi Pendidikan Agama _lIslam (PAI). Kemudian pada
kurikulum MA, mata pelajaran-mata pelajaran Fisika, Biologi, dan Kimia
disatukan di bawah bidang studi [lmu Pengetahuan Alam ([PA). Mata
pelajaran-mata pelajaran Ekonomi, Sosiologi, dan Geografi disatukan di
bawah bidang studi {linu Pengetahuan Sosial (IPS).

Secara teoretis, bila dilihat dari segi anatominya, suatu desamn

kurikulum vyang sempurna harus memuat komponen-komponen tujuan
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pengajaran, bahan ajar, strategi atau metode mengajar, media mengajar,
evaluasi pengajaran, dan penyempurnaan pengajaran (pengembangan
kurikulum).'* Keenam komponen tersebut sudah dipenuhi oleh semua
kurikuum madrasah pada masa Orde Baru, baik kurikulum “resmi” maupun
kurikulum “transisi”. Dengan demikian, dari segi anatominya kurikulum
madrasah pada masa Orde Baru telah memenuhi kriteria desain kurikulum

yang baik.

B. Konsekuensi Penyetaraan Madrasah dan Sekolah Umum terhadap
Kurikulum Madrasah

Titik tolah penyetaraan ‘madrasah dan Sckolah Umum adalah SKB 3
Menteri Tahun 1975 tentdng Peningkatan-Mutu pendidikan pada madrasah.
Khusus berkenaan dengan-kurikulum, pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa
untuk meningkatkan mutt-pada madrasah; maka pelajaran umum mada M,
MTs, dan M A harus disesuaikan agar sama dengan standar pengetahuan pada
SD, SMP, ‘dan SMA. Selainwitu, ‘'meskipun ‘pengelclaanmadrasah, demikian
pula pembinaan mata pelajaran agama pada/madrasah, tetap dilakukan oleh
Menteri Agama, pnamun=pembinaany dan= pengawasan mutu mata pelajaran
umum pada madrasah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudyaan,
bersama-sama Menteri Agama serta Menteri Dalam Negeri."”

Secara formal, SKB 3 Menter: Tahun 1975 pada dasarnya bertolak dan

asumsi bahwa mutu pelajaran umum pada madrasah berada di bawah standar

HSukmadinata, op.cit. hal. 102-112.

'sDepartemen Agama R, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pendidikan
Agama Islam pada Sekolah Umum, (Jakarta : Dirjen Bimbaga Islam, 1998), hal. 88-89.
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mutu pelajaran umum di sekolah umum. Akan tetapi lebih dari itu, ia juga
mengandung nuansa dan muatan politik yang sangat kuat, walaupun diramu
dengan maksud baik “‘peningkatan mutu”. Pembacaan yang seksama terhadap
butir-butri pasal SKB 3 Menteri tersebut, khususnya Pasal 3 dan 4 yang
berhubungan dengan kurikulum, akan memperlihatkan paling tidak dua hal
yang mencerminkan politik pendidikan pemerintahan Orde Baru terhadap
madrasah, yang pada urutannya juga mempunyai implikasi pada perubahan
kurikulumnya. Pertama, dalam rangka peningkatan mutu pendidikan pada
madrasah, Menteri Agama dan Departemen Agama dipandang hanya mampu
dan berkompeten membina/mata pelajaran-agama. Adapun pembinaan mata
pelajaran umum, Menteri  dan, ‘Departemen; Agama dipandang tidak cukup
mampu dan, karena itu, lHarus“dilakukan oleh Menteri dan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, scmentara Menteri Agama hanya berperan
sebagai pendamping bérsama-sama déngan mentern Dalam Negen.
Bagaimanapun, hal ini tidak terelakkan lagi mereduksi kewenangan Menten
Agama dan‘Departemen Agama-terhadapmadrasah’

Kedua, disadari atau tidak{ agaknya' bagi pemerintah Orde Baru,
setidaknya sclama, periede warisan jOrde [zama, lembaga pendidikan yang
dianggap sebagai lembaga pendidikan formal'* far excellence adalah sekolah
umum. Adapun pengakuan terhadap madrasah lebth sekadar bersifat de facto,
yakni pengakuan bahwa 1a pada kenyataannnya memang masih ada dan telah

pula turut memberikan sumbangan dalam usaha mencerdaskan kehidupan

15Setelah dikeluarkannya UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, istilah
lembaga pendidikan formal {vang disandingkan dengan lembaga pendidikan informal dan non-
formal) diganti dengan istilah lembaga pendidikan sekolah (vang dibandingkan dengan lembaga
pendidikan luar sekolah).



bangsa, sementara untuk memperoleh pengakuan secara de yReNfhadrapah
harus menyesuaikan diri dengan sekolah umum, khususnya memyanuzsuvs
kurikulumnya yang berhubungan dengan mata pelajaran umum. Dengan kata
lain, untuk memperoleh pengakuan setara dengan sekolah umum, pelajaran
umum pada madrasah harus sama dengan standar pengetahuan pada sekolah
umum. Dari perspektif ini, cukup mudah dipahami mengapa SKB tentang
peningkatan mutu pelajaran umum pada madrasah tidak disertai dengan
lahirnya SKB tentang peningkatan mutu pelajaran agama di sekolah umum.’
Dalam rangka pemingkatan mutﬁ pendidikan pada madrasah seperti
yang diamanatkan SKB 3/ menter1 tahun 1975 tersebut, baik sebagai prasyarat
untuk memperoleh mauplmn; sebagar konsekuensi dari penyetaraan madrasah
dengan sekolah umum, | =pada“tahap pertama, seperti sudah disinggung
sebelumnya, Departemen | Agama /menyusun’Kurikulum madrasah tahun 1976,
yang diberlakukan secara intensif mulai tahun 1978. Kurikulum madrasah

1976 disusun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 75 Tahun

1976.

Seperti dijetaskan™di muka; kurikuldm® madrasah tahun 1976 adalah
kurikulum “transisi’ antard kurikulum=-resmi’} tahun 1973 dan kunkulum
“resmi” tahun 1984. Scbagai kurikulum “transisi”, ia secara hipotesis
mengandaikan suatu adaptasi terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1 SKB 3

Menteri tahun 1975 yang menyarankan bahwa komposis: kurikulum madrasah

"Dalam kaitan dengan madrasah negeri khususnya, mungkin akan terasa agak absurd
ketika dikatakan bahwa pemerintah akan memberikan “bantuan” bagi peningkatan mutu
pendidikan madrasah (Pasal 5 SKB 3 Menteri Tahun 1975). Bukankah peningkatan mutu pada
madrasah negeri itu memang sudah seharusnya menjadi kewajiban dan tnaggungjawab pemerintah
(negara). sebagaimana kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dalam pembangunan bidang
pendidikan untuk seholah umum.
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terdiri atas mata pelajaran (bidang studi) apama Islam sebagai mata pelajaran
dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran
umum (berkisar 70%). Im adalah prasyarat untuk memperoleh penyetaraan
dengan sekolah umum atau sebagai konsekuensi yang harus diterima karena
status kesetaraan vang diperoleh madrasah vis-a-vis sekolah umum.

Hasil analisis terhadap komposisi antara bidang studi agama dan
bidang studi umum dalam kurikulum “‘transisi” madraah tahun 1976
menunjukkan bahwa rasio antara bidang studi agama Islam dan bidang studi
umum memang tidak atau belum secara persis 30% : 70%. Namun, angka-
angka kedua belah pihak untuk sebagian besar berkisar pada angka-angka
30% dan 70% tersebut. Ha im dapat diamati-pada tabel berikut.

Tabel 2. KomposisiIsi Karikulum Madrasah 1976 Menurut
Rasio Jumlah BidangiStudi(BS)-Agama dan Umum

No Nama Madrasah BS Agama BS Umum Jml.
(total %) (total %o
1. | Mi 5/41,67 7/58,33 12
2. | MTs S/35,71 9/64.29 14
3. | MA Jur IPA 5/29.41 12/70,59 17
4. | MA Jur IPS 5/27,78 13/72,22 i8
5. { MA Jur Bahasa 5/27.78 13/72+22 i8
6. | MA Jur Syari’ah 10/43,49 - 13/56,51 23
7. | MA Jur Qadlo 10/37,04 17/62,96 27

Sumber :  A. Timur Djdelani=i9807102-108; data diolah.
Catatan : Program_ Keterampilan tidak dimasukkan dalam perhitungan
(analisis)
Pada tabel 2 di atas terlithat bahwa, kecuali pada MI dan MA Jurusan

Syari’ah, periinbangan persentase bidang studi agama dan bidang studi umum
semuanya berada pada kisaran yang cukup dekat dengan angka 30% dan 70%.
Malah untuk MA Jurusan IPA, 1PS, dan Bahasa, porsi bidang studi agama
justru tidak mencapai angka “sekurang-kurangnya 30%”. Kenyataan terakhir
ini hanya mengindikasikan adanya semacam pembacaan terbalik terhadap

bunyi pasal | ayat (1) SKB 3 Menteri Tahun 1975, yakni dari “mata pelajaran
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agama Islam dibenmkan sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran
umum’ menjadi “mata pelajaran umum diberikan sekurang-kurangnya 70% di
samping mata pelajaran agama Islam™. Sebab, dalam cara pembacaan pertama,
yang sesuai dengan teks SKB 3 Menteri, sama sekali tidak terbuka
kemungkinan untuk mengambil kebyakan membenkan porsi mata pelajaran
agama kurang dari 30% dalam komposisi kurikulum madrasah.

Tentu saja, data pada tabel 2 di atas belum merupakan gambaran
selengkapnya tentang rasio pelajaran agama dan pelajaran umum dalam
komposisi kurikulum madrasah tahun 1976. Pada tabel berikut akan
dikemukakan komposisi kurikuluin madrasah, 1976 menurut alokasi jam mata
pelajaran agama dan mata|pelajaraf imum.

Tabel 3 Komposisisi Kurik@lum Madrasah 1976 Menurut
Alokasi Jam Bidang Studi (BS)(Agama dan Umum

No | Nama Madrasah BS Agama~;, BS Umum Jml.
o (total %) (total %
.| M 69/33,82 143/66,18 204
2. MTs 74/28.68 184/71,32 258
3. | MA Jur IPA 72(28,92 £77/74,08 249
4. ) MA Jur IPS 72/28.,92 177/71,08 249
5.1 MA Jur Bahasa 83/33,33 166/66,67 249
6. | MA Jur Syari’ah 106742,57 143/57,43 249
7.1 MA Jur Qadlo 87/35,10 154/63,90 241

Sumber : A. Trmur'Djaelani, 1980 \102=108data didlah.
Anahsis rasio bidang studi agama dan bidang studi umum terhadap

komposisi kurikulum madrasah 1976 menurut alokasi jam pelajaran seperti
disajikan dalam tabel ‘% di atas, ternyata tidak memperlihatkan gambaran yang
jauh berbeda dar gambaran analisis menurut satuan jumlah mata pelajaran.
Keduanya sama-sama menunjukkan adanya tiga satuan madrasah yang porsi

pelajaran agamanya (Jumlah bidang studi/jumlah jam pelajaran) kurang dari



30%. Perbedaanya, kalau pada perhitungan jumlah bidangamdiid®Tgh
madrasah yang porsi pelajaran agamanya kurang dari 30% sénidaiVé.Hada
jenjang MA (Jurusan IPA, IPS, Bahasa), dalam perhitungan alokisr fam
pelajaran satuan madrasah yang porst pelajaran agamanya kurang dan 30%
mehiputi MTs dan MA (Jurusan [PA dan IPS). Perbedaan lainnya adalah
bahwa pada aperhitunagn jumlah bidang studi terdapat dua satuan madrasah
yang angka perbandingan antara pelajaran agama dan pelajaran umum agak
jauh dan angka 30% dan 70% (MI dan MA Jurusan Syari'ah), dalam
perhitungan menurut alokasi jam pelajaran kasu:snya hanya terjadi pada satu
satuan madrasah (MA Jurusan Syari’ah).

Kalau dibandingkan”dengan Kurikulum madrasah tahun 1973, maka
kuritkulum madrasah tahun 1976 tidak memperlihatkan adanya perubahan
dalam perimbangan antara matapelajaran-agama dan mata pelajaran umum.
Dalam kurikulum tahun 1973 jumlah mata pelajaran pada MI, MTs, dan MA
masing-masing 1821, dan 24_(minus ekstrakurikuler), Addpun jumlah mata
pelajaran untuk semua jemang madrasah sebanyak 7 mata pelajaran. Dengan
demikian. porsinya (dalam persen) adalah: 38:89% untuk M1, 33.33% untuk
MTs, dan 29,17% untuk MA.

Dengan demikian, letak perubahan kurikulum madrasah tahun 1976
dibandingkan dengan kurikulum madrasah tahun 1973, sebagai konsekuensi
dart penyerataan madrasah dengan sekolah wmum, pada faktanya bukan
terutama pada sikap perimbangan porsi pelajaran agama dan pelajaran umum,

walaupun pesan yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) SKB 3 Menteri Tahun
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1975 seakan-akan berfokus pada persoalan tersebut. Kalau diperhatikan

dengan seksama perbedaan antara kurikulum madrasah 1973 dan kurikuum

madrasah 1976, maka terdapat empat perbedaan pokok yang menunjukkan

perubahan kurikulum madrasah sebagai konsekuensi penyetaraannya dengan

sekolah umum. Keempat perubahan dimaksud ada]ah :

. Untuk jenjang MI, lama belajar diubah dan‘. tujuh tahun menjadi enam
tahun, yang berarti disesuaikan dengan lama belajar pada SD.

2. Istilah “mata pelajaran” diubah menjadi “bidang studi” untuk semua
jenjang madrasah.

3. Sistem caturwulan diubah medjadi sistém semester untuk semua jenjang
madrasah.

4. Rekomposisi mata pelajaran jumum déngan menggunakan materi baru
sebagai berikut :

a. Matematika untuk MI menggantikan mata pelajaran berhitung; untuk
MTs menggantikan “Aljabar, dan | [Imo AUkur, 9dan untuk MA
menggantikan Ilmu.Pasti.

b. Ilmu Pengectahuan. Alam (1P A) untuk Ml dan,MTs menggantikan Ilmu
Hayat dan [imu Alam; untuk MA menggantikan IPA, Fisika, Kimia,
dan Biologi.

¢. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) umtuk MI dan MTs menggantikan
Sejarah dan Ilmu Bumi; untuk MA' menggantikan Sejarah dan

Geografh.
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d. Pendidikan Moral Pancasila (PMP) untuk MI, MTs, dan MA
menggantikan pelajaran Kewarganegaraan (civics).18

Pada tahun 1984 lahir SK13 2 Menteri, antara Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No. 0299/U/1984 dan Menteri Agama No. 045 Tahun 1984
tentang Pengaturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum
Madrasah. SKB 2 Menteri inilah, bersama-sama SKB 3 Menteri 1975, vang
menjadi landasan kurikulum madrasah tahun 1984, yang dituangkan dalam
Surat Keputusan Mentent Agama No. 99, 100, dan 101 Tahun 1984 tentang
kurikulum M, MTs, dan”MAc | Kunkulumy madrasah tahun 1984, dengan
demikian, merupakan kurikulumdi‘resmi” —pertama yang ditetapkan dalam
konteks dan sebagai konsekuensi dart penyetaraan madrasah dengan sekolah
umum.

Dilthat  dart  komposisinya.( (Kurikuilum madrasah 1984 tidak
memperlihatkan perbedaan yang signifikan dibanding kurikulum 1976 dalam
perimbangan_porsi ‘pelajaran agama dan,pelajam gmume, Struktur kurikulum
untuk semua jenjang terdiriwatas Program/Inti'dan Program Pilihan. Program
Inti terdiri atas pPendidikan~Agamag-dan gPendidikan Umum, sedangkan
Program Pilihan berisi pelajaran yang agak beragam pada masing-masing
jenjang. Pada kurikulum MI, dani 15 mata pelajaran pada Program Inti, bidang
studi agama sebanyak 5 (33,33%) mata pelajaran. Kemudian pada kurikulum
MTs, bidang studi agama juga memperoleh 5 (31,25%) dani 16 mata pelajaran

pada Program Inti.

‘! Pembimbing, No. 11, Tahun IV, 1977, hal. 21.
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Jadi, letak perbedaan antara kurikulum 1976 dan kunkulum 1984
untuk Ml dan MTs adalah pada penambahan jumlah mata pelajaran umum
dari 7 menjadi 10 untuk MI dan dani 9 menjadi |1 untuk MTs. Mata pelajaran
umum baru yang ditambahkan pada kurikulum MI 1984 adalah Pendidikan
Sejarah Perjuangan Bangsa, Sejarah Nasional Indonesia-Sejarah Dunia, dan
Sains. Dua mata pelajaran yang disebut pertama juga ditambahkan dalam
kurikulum MTs. Selain itu, dalam kurikulum MTs mata pelajaran IPA
dihilangkan dan diganti (dipecah dua) menjadi Fisika dan Biologi. Sementara
mata pelajaran Bahasa Daerah yang dalamkurikulum 1976 masuk Program
Akademik, pada kurikulum<1984 diturunkan-ke Program Pilihan.

Pada tingkat Aliyah; strukturikurikolum berbeda antara satu jurusan
dengan jurusan yang lainnya. Sesuai dengan’kurikulum 1984, pendidikan pada
MA ataupun SMA terdiri.atas hima pilihan jurusan, yaitu : Al (ilmu-ilmu
Agama, (A2 (Ilmu-ilmu Fisika), A3 (Ilmu-ilmu Biologi), A4 (limu-ilmu
Sosial), dan A5 (PengetahtiarrBudaya).| “Selain itu Departemen Agama juga
membuka MAPK yang menggunakan‘kurikulum tersendinn dengan komposisi,
seperti dijelaskan di muka, 70% pelajaran.agama dan 30% pelajaran umum.

Meskipun terdapat variast dalam komposisi kurikulum MA pada
masing-masing jurusan, namun Secara umum muatan Program Inti
memperlihatkan bahwa Pendidikan Agama terdiri atas lima mata pelajaran dan

Pendidikan Dasar Umum memuat 14 mata pelajaran. Dengan demikian,

®Di SMA. jurusan llmu-ilmu Agama menjadi pilihan A5. Meskipun demikian, pada
faklanya tidka ada SMA vang membuka jurusan tersebut, dengan alsan “karena GBPP belum ada™.
Debdikbud. Kurikulum Skolah Umum Tingkat Atas: Petunjuk Pelaksanaan Pengeloluan
Kurikulum. (Jakarta : Debdikbud ,1990), hal 4,
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jumlah mata pelajaran pada Program Inti sebanyak 19 mata pelajaran. Itu
berarti, secara umum porsi pelajaran agama pada kurikulum MA tahun 1984
hanya mencapai 26,32%. Dalam keseluruhannya, perubahan yang agak
mendasar pada kurikulum MA tahun 1984 dibanding kunkulum “transisi”
tahun 1976, sebagai konsekuensi penyetaraan madrasah dengan sekolah
umum, terletak pada dua hal. Pertama, restrukturnisasi jurusan; jurusan MA
pada kurtkulum .] 984 sepenuhnya disesuaikan dengan jurusan pada SMA,
sebagaimana sudah dikemukakan di atas. Kedua, pelaksanaan penjurusan;
pada kurikulum madrasah”1976 penjurusan, sudah dilakukan sejak kelas I,
sementara pada kurikulum<1984 genjurusafi dilakukan mulai kelas II, sesuai
dengan yang berlaku di SMA.

Ketika memasuki periode integrasi, yang semakin memantapkan posisi
penyetaraan  madrasah -~.dengan ° sekolah umum  yang  sekaligus
memantapkannya sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional,
kurikulum ‘madrasah|sekali lagi’ imenigalaimi restrukturisasi:JHal ini tercermin
dart kurikuum madrasah“tahun 1994\ Kutikulum MI dan MTs dikeluarkan
berdasarkan Keputusan..Menten, Agama gNo., 372 Tahun 1993 tentnag
Kurikulum Pendidikan Dasar Bercirt Khas Agama Islam, sedangkan
kurikulum MA dikeluarkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 373
Tahun 1993 tentang Kurikulum Madrash Aliyah.20 Mengenai susunan isinya,
khususnya rasio antara mata pelajaran agama dan mata pelajaran umum,

gambarannya adalah sebagai berikut :

®Maksum, ap.cit.. hal. 155 dan 158.
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1. Dalam kurikulum MI, mata peclajaran agama memperoleh porsi 1 (12,5%)
dan total 8 mata pelajaran (minus muatan lokal) .Satu mata pelajaran
dimaksud adalah Pendidikan Agama Islam, yang dirinci menjadi lima :
Qur’an-Hadis, Agqidah-Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaa I[slam, dan
Bahasa Arab. Jumlah jam mata pelajaran agama per minggu darn kelas I
sampat 1V adalah 35 jam (16,06%) dari total 218 jam unutk seluruh mata
pelajaran.

2. Dalam kurikulum MTs, mata pelajaran agama memperoleh porsi 1
(11,11%) dan total 9 mata pelajaran(rmuus muatan lokal), dengan rincian
PAI sama dengan pada<MI. Jumlah jam‘mata pelajaran agama per minggu
dari kelas I sampai 1] sebanyak 279am(20,93%) dan total 129 jam untuk
seluruh mata pelajaran.

3. Dalam kurikulum MA “mata. pelajaran agama memperoleh porsi 2
(18,18%) dari total 9 mata pelajaran. Dua mata pelajaran dimaksud adalah
PAID (Qur’an-Hadis), Aqidah- Akhlak;=Fiqih Sejarah “Kebudayaan Islam)
dan Bahasa Arab. inilah jam mata pelajagan agama per minggu dari kelas
I sampan [1I adalah 20 jam (14.81%p).dari total 135 jam untuk seluruh mata
pelajaran.

Dari gambaran di atas, jelas bahwa kurikulum madrasah 1994 tidak
lagi mengacu kepada SKB 3 Menteri Tahun 1975, yang menyatakan madrasah
adalah “Lembaga Pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam
sebagal mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30% di

samping mata pelajaran vmum”. Kurikulum madrasah 1994 agaknya lebih
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mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 HaaitA/esmt-(3)
dan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0489/U/R992:Pasal.l
ayat (6), yang pada intinya, sebagaimana sudah dijelaskan dalam bab
sebelumnya, menyarankan madrasah adalah sekolah umum berciri khas agama
Islam. Gambaran di atas juga menolak hasil analisis Mastuhu yang
menyatakan “muatan kurikulum madrasah adalah 65% agama dan 35%
umum”.*' Dari sudut mana pun rasio muatan pelajaran agama dan pelajaran
umum pada kurikulum 1994 itu dihitung, tidak ada yang membenarkan
kesimpulan Mastuhu tersebut. |

Di samping penciutan porsiy mata, pelajaran agama, terdapat tiga
perubahan lamn dan kurtkulum 19847 menuju kurikuum madrasah 1994,
Pertama, tila dalam kurikulum! 1984 pelaksanaan pengajaran adalah per
semester, dalam kurikulum-1994 imémakai-sistem caturwulan, Kedua, istilah
program stud: pada kurikuum 1984 digantt menjadi mata pelajaran pada
kurkulum®, 1994, “Keriga, penjurusan«MA dalamr=kurmkulum dilaksanakan
pada kelas [1, sedangkan dalam kurikKulum 1994 dilaksanakan pada kelas III

Dua pemubahan=(perbedaan ) yang disebutspertama pada kurikulum
madrasah 1994 di atas adalah kembali kepada model kurtkulum madrasah
1973. Gerak “siklus™ dalam dinamika perubahan kurikulum madrasah selama
masa orde baru ini sepenuhnya paralel dengan alur dinamika perubahan pada
sekolah umum, yang dalam dua aspek di atas juga kembai kepada pola

kunkulum tahun 1970-an.

Y'Mastuhu, Memberdayakan Sistem Pendidikan Istam, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu,
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C. Arah Pembaruan Kurikulum Madrasah

Harus diakui bahwa asumsi yang mendasari lahimya SKB 3 Menterni
1975, yakni mutu pelajaran umum pada madrasah berada di bawah standar
mutu pengetahuan umum di sekolah umum, adalah benar belaka. Bahkan
asumsi itu agaknya tetap valid utuk kondisi madrasah dewasa ini. Akan tetapi
SKB 3 Menteri tersebut, yang membawa madrasah ke posisi kesetaraan
dengan sekolah umum dan kemudian terintegrasi dalam sistem pendidikan
nasional, telah menyebabkan madrasah menjadi sekadar “pengekor” sekolah
umum dalam pembaruan” kurikulwmnya, “karena terikat pada komitmen
“pelajaran umum pada madrasali’ sama dengan standar pengetahuan pada
sekolah umum”. Komitmen imi meémpunyai konsekuensi, setidaknya pada
tingkat teoretis-yuridis, bahwa madrasah tidak berada pada posisi yang cukup
strategis untuk memainkan; peran kepeloporan dalam pembaruan kurikulum
sistem pendidikan nasional. Situasi milah yang menjelaskan mengapa selama
Orde Baruperubahan ‘dan pembaruan kurikulﬁm madrasah lebih sekadar
mengikuti dinamika perubahan dan/pembaruan kurikulum yang terjadi pada
sekolah umum. Dari perspekuifiim, pula=arabpembaruan kurikulum madrasah

mesti dipahami.

Secara umum, berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, perubahan
dan pembaruan kurikulum madrasah selama masa Orde baru memeperlihatkan
kecenderungan penurunan sistematis porsi pelajaran agama terhadap pelajaran

umum. Dalam kurikulum madrasah 1973, pelajaran agama memperoleh porsi

1999). hal. 58.
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rata-rata (penjumlahan persentase pelajaram agama pada kurikulum MI, MTs,
dan MA dibagi tiga) sebesar 33,80%. Dalam kurikulum madrasah 1984 porsi
rata-rata pelajaran agama turun menjadi 29,32%, dan turun lagi secara tajam
menjadi 13,93% pada kurikulum 1994.

Kecenderungan umum perubahan dan pembaruan kurikulum tersebut
terjadi dalam keterkaitan dengan dinamika perubahan dan pembaruan
kurikulum sekolah umum. Dalam keterkaitan demikian, sebenarnya ada tiga
corak pembaruan kurikulum yang dapat ditempuh oleh madrasah, yaitu corak
adaptif,  adoptif-asimilatif, dan  adoptif-akomodatif™ Dalam  keterkaitan
pembaruan kurikulum madrasah dengangpembaruan kurikuum sekolah umum,
corak adupiif berarti madrasah mengambil| atau menerima secara utuh
kurikulum sekolah umum untuk-menjadi kurikulumnya. Pembaruan kurikulum
yang bercorak adoptif pada dasarnya mengandaikan bahwa madrasah hanya
menjadi penerima yang ‘pasif_terhadpa. Kurikulum=sekolah umum, tanpa
melakukan modifikasi apapum terhadap Kurikulum yang diambil dari luar
untuk disesuaikan] e [ khasnya sébagai léembaga pendidikan sekolah yang
bercin khas agama Islam.

Berbeda dengan pembaruan kurikulum yang bercorak adoptif,
pembaruan kurikulum vang bercorak aduptif-asimilatif berarti  dalam
melakukan pembaruan kurikulumnya madrasah pertama-tama bertotak dari

jati dirinya sebagai lembaga pendidikan sekolah yang bercin khas agama

Dengan beberapa penyesuaian dengan pembahasan masalah pendidikan umumnya dan
wacana pembaruan kurikulumkhususnya, istilah dan konsep adoptif, adaptif-asimilatif, dan
adaptif-akomodatif dipinjam dari konsep-konsep antropologi. Lihat Keontjaraningrat, Pengantar
Ilmu Antropologi, (Jakarta .. Aksara Baru, 1985), passim.
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Islam. Dari posisi inilah ia kemudian menyerap kurikulum sekolah umum,
yang disesuatkan dengan jati dirinya. Dengan demikian, dalam pembaruan
kurikulum yang mengambil corak aduptif-asimilatif madrasah tidak sekadar
menjadi pelaku pasif, melainkan juga melakukén langkah-langkah proaktif.
Hasil bersihnya 1alah terbentuknya kurikulum yang tetap memprioritaskan
pendidikan agama.

Pembaruan kurikulum yang bercorak adaptif-akomodatif pada
dasarnya menempuh pola pendekatan yrang sama dengan arah pembaruan
kurikulum vang bercorak udaptif-asimilatif/ Perbedaanya adalah pada hasil
akhimya. Kalau dalam pembaruamgkurik@lum yang bercorak adaptif-asimilatif
hasil akhirnya adalah terbentuknya kunkulum madrasah yang tepat atau masih
memprioritaskan muatan pelajaran umum.

Dari tiga corak pembaruan kurikulum di atas, pembaruan kurikulum
madrasah selama masalOrde Barw. pada dasamya béreorak.adaptif-akomodatif
terhadap kurikulum sekolah™umum. Hal, ini\terlihat jelas dari kecenderungan
umum sepertt vafnghdikemukakanndi [atas. (Namwi\demikian, bila diamati
dengan scksama, corak adaptif-akomodatif dalam pembaruan kurikulum
madrasah selama masa Orde Baru tersebut umumnya terbatas hanya pada
aspek muatan mata pelajaran umum. Perubahan muatan mata pelajaran umum
dalam kurikulum madrasah dimaksud terjadi baik pada jenis mata
pelajarannya maupun pola organisasinya.

Sebagai ilustrasi tentang perubahan muatan pelajaran umum dalam

dinamika pembaruan kurikuum madrasah, di sini akan dikemukakan sekadar
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contoh dengan mengacu hanya kepada kurikulum MTs. Dalam kurikulum
MTs 1973 terdapat mata pelajaran Kewargaan Negara dan Administrasi. Pada
kurikulum MTs 1984 mata pelajaran Kewargaan Negara dihapus dan diganti
dengan Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Akan tetapi dalam kurikulum
MTs 1994 mata pelajaran Kewargaan Negara muncul kembali dalam kesatuan
dengan PMP, menajdi PMP-Kewargaan Negara. Adapun mata pelajaran
Administrasi dihapus baik dalam kurikulum 1984 maupun kurikulum 1994
Selain itu, pada kurikulum MTs 1973 tidak terdapat mata pelajaran Sejarah
Perjuangan Bangsa dan Sejarah Nasional-S¢jarah Dunia, disamping mata
pelajaran [PS. Dalam kurikulum (1994, dua rhata pelajaran itu kembali dihapus
dan disatukan dengan IPS.

Dalam pola organisasinya,. mata pelajaran-mata pelajaran pada
kurikulum MTs 9173 umumnya disusun dalam pola organisasi separate-
subject-curriculign. Malamskurikulam, MTs (1984, /pola.Ofganisast separate-
subject-curriculum disertai 'dengan pola‘orgamsasi correlated curriculum. Dua
pola organisasi iniydilengkapi dengan pota~organisasy, broad filed curriculum
dalam kurikulum MTs 1994

Sementara itu, muatan mata pelajaran agama dalam kurikulum
madrasah selama masa .Orde Baru tidak banyak mengalami perubahan.
Perubahannya dalam proses pembaruan hanya terjadi pada aspek pola
organisasinya. Dalam kurikulum 1973 pola organisasinya menggunakan
model separate-subject-curriculum, yang terdirt dari tujuan mata pelajaran,

yaitu Al-Qur’an/Tafsir, Hadis, Tauhid, Akhlaq, Fiqih, Sejarah Islam, dan
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Bahasa Arab. Dalam kurnikulum 1984, scbagian mata pelaydrani fakenbi
menurun jumlahnya menjadi lima mata pelajaran, yaitu Al-Qur atrddadis;
Agqidah-Akhlaq, Figih, Sejarah dan Kcbudayaan Islam, dan Bahasa Arab.
Pada kurikulum 1994, mata pelajaran agama disusun menurut pola broad field
curriculum, menjadi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAT).

Dengan demikian, selain perubahan pada pola organisasinya,
pembaruan kurikulum madrasah selama masa Orde Baru tidak menyentuh
secara mendasar substansi mata_pelajaran_agama. Malah dalam kurikulum
madrasah 1994, ada semacam kekaburan/ tepatnya inkonsistensi, dalam
definisi tentang mata pelajaran PAL sPada-Kurikulum MI dan MTs mata
pelajaran PAT mencakup Al-Qur’an - [Hadits) Agidah Akhlaq, Fiqih, Sejarah
Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab.-Akan tetapi dalam kurikulum MA, mata
pelajran PAl hanya membawahi empat pelajaran yang disebut pertama,
sementara satu, mata pelajaran yang disebub terakhir-menjadi mata pelajaran
yang berdiri sendiri. Dengankata lain{ dalam kurikulum MI dan MTs, Bahasa
Arab didefinisikan/atau t€rmastkydalam defifusi peldjaran Agama; sementara
dalam kurikulum MA, Bahasa Arab seakan-akan tidak termasuk dalam

lingkup batasan mata pelajaran agama.

. Analisis Evaluatif terhadap Paradigma Kurikulum Madrasah

Isu sentral yang selalu mengemukan dalam perubahan dan pembaruan
kurikulum madrasah selama masa Orde Baru, bahkan pada masa-masa
sebelumnya, agaknya hanya berkisar di seputar perimbangan kuantitatif antara

porsi pelajaran agama dan pelajaran umum. Wacana mengenai integrasi antara
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pelajaran (ilmu) agama dan pelajaran umum hampir menjadi “wilayah tak
terpikirkan™’ dalam program pembaruan kurikulum madrash selama masa
Orde Baru. Integrasi merupakan pembaruan antara dua entitas atau lebih
sehingga menjad: suatu kesatuan yang utuh. :Integrasi pendidikan adalah
proses penyesuaian antara unsur-unsur yang saling berbeda sehingga
mencapai suatu keserasian fungsi dalam pendidikan. Integrasi pendidikan ini,
menurut A. Mustafa dan Abdullah Aly, memerlukan integrasi kurikulum, dan
secara lebih khusus lagi memerlukan integrasi pelajaran.

Pada tingkat mata pelajaran,_integrasi/antara mata pelajaran agama dan
mata pelajaran umum dapat dilakukaf’ melatut dua cara. Pertama, cara
okasional, vaitu dengan menghubungkan (felevan bagian satu pelajaran
dengan bagian dari pelajaran- lain syang relevan bila ada kesempatan yang
tepat. Misalnya, ketika membicarakan pelajaran Figih (dalam rumpun PAT)
yang menyangkut' hukumvmakanan damwminuman,“dapat-dikaitkan dengan
kesehatan. Keduu, cara sistefifatis, vaitu-dengan'menghubungkan bahan-bahan
pelajaran lebih dahulu [ mendirut |rencana tertenty)\ sehingga bahan-bahan

tersebut seakan-akan merupakan suatu kesatuan yang terpadu.”

BKonsep “Wilayah tak terpikirkan” atau “yang tak terpikirkan” diambil dari Mohammed

Arkoun, Kajian Kontemporee al-Qur’an, terj. Hidayatullah (bandung : Pustaka, 1998), hal. 12-23.

LYY

Arkoun membedakan antara “yang terpikir”, “yang tak terpikir”, dan “yang tai dipikirkan”. Yang
terpikir adalah isu aktual dalam wacana. Sedangkan yang tak terpikir adalah isu potensial dalam
wacana. Ketika isu aktual dalam wacana dibakukan menjadi seolah identik dengan korpus wacana,
maka isu potensial, yakm yang tak terpikirkan, mejnadi seakan tidak terkait dengan wacana yang
sedang dipikirkan.

Mustafa dan Aly, op.ciz., hal. 143,
Ibid., hal. 144,



81

Dari dua cara di atas, sebenarnya cara yang kedualah yang lebih
memadai menuju integrasi antara pelajaran agama dan pelajaran umum dalam
bangunan kurikulum madrasah. Akan tetapi, dalam kenyataannya arah
pembaruan kurikulum madrasah belum memperlihatkan orientasi ke situ,
bahkan belum menuju pada integrasi minimal menurut cara pertama. Sebagai
ilustrasi, berikut ini dikemukakan contoh mengenai petunjuk pelaksanaan
proses belajar mengajar dalam kurikulum MTs dan MA 1994, yang dapat
dipandang sebagai kurikulum_paling maju di antara tiga kurikulum “resmt”
madrasah pada masa Orde Baru.

Dalam kurikulum MTs, (diambild pelajaran Agidah-Akhlag dan TPA
sebagi contoh kasus. Pelajaran Aqidah-Akhlaq di MTs bertujuan :

a. Memberikan pengetahuan, penghayatan, dan keyakinan pada siswa
akan hal-hal yangsharus diimani, sehingga tercermin dalam sikap
dan tingkah takunya sehari-hari.

b. Memberikan pengethauanspenghayatan dan keuan yang kuat untuk
mengamalkan akhlagq vang\burtk |dalam~hubungan dengan Allah,
dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, maupun dengan
alam lingkungannya. '

c. Memberikan bekal kepada siswa tentang akidah dan akhlag untuk
melanjutkanjkejenjang pendidikarmenengah *®

Kemudian untuk pelajaran PA dikatakan bahwa salah satu tujuannya

adalah “Meningkatkan kesadaran akan kelestarian lingkungan, kebanggaan

» 27

nasional, dan kebesaran serta kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa

¥Departemen Agama R, Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam :
Petunjuk Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Madrasah Tsanawiyah, (Jakarta : Ditjen
Bimbaga Islam, 2000), hal. 39-40.

Ibid | hal. 65.
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Namun, dalam penjabarannya tentang pendekatan lingkungan tidak
terlihat adanya upaya untuk mengaitkan antara wawasan lingkungan dalam
pelajaran IPA dengan kesadaran transendental l(keimanan) dari pelajaran
Aqidah-Akhlaq. Menyangkut pendekatan lignkungan dalam pelajaran IPA,
dikatakan

Dalam menggunakan pendekatan lingkungan harus diperhatikan
tentang matert pelajaran hendaknya mempunyai hubungan erat dengan
kehidupan sehari-hari yang bermakna dan bermanfaat.

Pelajaran disesuaikan dengan keadaan lingkungan siswa dan
penerapan-penerapannya. Lingkungan ini mencakup semua benda dan
keadaan-keadaan yang mémpengaruhi Siswa 2

Pernyataan dalam kufipanglerakhir dv atas bisa saja dikatakan secara
e

. .. o : .
implisit fmengandng pesan untuk mengaitkan pelajaran [PA dengan masalah

keimanan, engan'ﬁ'lenerjemahkan Flingkungan yang mempengaruhi siswa”
dengan agama vang dianut siswa./Akan/tetapi‘pernyataan implisit semacam itu
sulit untuk melahigkan pntegrasi-pelajaran-agama-dan, pejajaran umum dalam
cara yang sistematis. Di__pihak lain, pelajaran Aqidah-Akhlaq dalam
penjabarannya juga tidak diarahkan pada keterkaitan dengan konsep-konsep
pelajaran 1PA.

Sementara itu, dalam kurikulum MA, akan diambil mata pelajaran PAI
dan pelajaran ekonomi (dalam kelompok IPS) sebagai contoh kasus. Dalam

petunjuk pelaksanaan proses belajar mengajar kurikulum MA mata pelajaran

PAI tidak dijabarkan menjadi satuan-satuan pelajaran berupa Al-Qur’an-

3Ibid . hal 69.
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Hadis, Aqidah Akhlaq dalam penjabarannya juga tidak diarahkan pada
keterkaitan dengan konsep-konsep pelajaran IPA.

Tujuan PAI pada MA pada dasarnya hampir sama dengan tujuan
pelajaran Aqidah-Akhlaq pada MTs, kecuali tujruan ketiga yang diarahkan
pada persiapan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Ruang lingkup
bahan pelajaran PAI dalam kurikulum MA meliputi :

1. Hubungan manusia dengan Allah swt.

2. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri

3. Hubungan manusia dengan’sesama manusial

4. Hubungan dengan makhluk ldin dan lingkungan hidupnya.”

Penjabaran “hubungan”antara manusia,dengan sesama manusia” dalam
pelajaran PAIL, pada kenyataannya, tidak secara sistematis dikaitkan dengan
mata pelajaran umum yang memiliki relevansi, seperti ekonomi. Sebaliknya,
juga tidak diarahkan untuk m™emiliki  Keterkaitan..dengan bagian-bagian

tertentu dan materi pelajaran| agamay sehingga peserta didik memitiki

s 30

wawasan tentang apayang-discbut Ekonpomi dslam

Dari ilustrai di atas, jelaslah bahwa hasil akhir pembaruan kurikulum
madrasah selama masa Orde Baru, sebagaimana yang ditunjukkan oleh
kurikulum madrasah 1994, sebegitu jauh belum mampu memecahkan problem
dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Bahkan agaknya pembaruan

kurikulum madrasah pada masa Orde Baru belum bergerak secara strategis ke

®Departmeen Agama RI, Kurikulum Madrasah Aliyah : Petunjuk Pelaksanaan Proses
Belajar Mengajar, (Jakarta : dirjen Bimbaga lslam, 1996), hal. 46.

®rbid , hal. 84-89.
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arah itu. Dengan demikian. obsesinva, sebagai lembaga penditikan sékie#4r,
yang berciri khas agama [slam, untuk memainkan peran strategis menuju
“semakin terhindarnya kegiatan pendidikan yang dikotomis antara pendidikan
agama dan pendidikan umum, sehingga memungkinkan terjadinya integrasi
pendidikan melalui program keterpaduan serta keterkaitan antara konsep
(teori) ilmu pengetahuan (sains) dengan ajaran agama”,31 sama sekali belum
menunjukkan titik cerah.

Bagaimanapun, berdasarkan fakta-fakta dan analisis di atas, antara
pelajaran agama dan pelajaran umum daldm kurikulum madrasah hanya
membentuk basis atau kerangkagpkerja (framework) co-exixtence, belum
mengarah pada integrasi. Itu=berarti selamatmasa Orde Baru perkembangan,
dalam arti perubahan dan pembaruan; kurikulum madrasah belum beranjak
dari paradigam dikotomik antara ilmu agama dan ilmu uum itu, menurut
Ahmad Syafit, Maanif, imerupakan| salah.satu aspek-tapuhnya dsar filosofi
pendidikan Islam, yang berasalydari wansan periode klasik akhir dalam sejarah
Islam.

Fakta inilah, fakta masih berlakunya prinsip dikotomi antara pelajaran
agama dan mata pelajaran umum dalam kurikulum madrasah, yang agaknya
memberikan penjelasan yang lebih meyakinkan tentang rendahnya kualitas

output madrasah dibandingkan dengan oufpur sekolah umum, sperti yang

*Departemen Agama RI., Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Madrasah Aliyah Berciri
Khas Agama Islam_ {Jakarta - Dirjen Bimbaga Islam. 1998), hal. 24,

“Ahmad Syafii Maarif, “Pendidikan Islam sebagai paradigma Pembebasan”, dalam
Muslih Usa (ed.). Pendidikan Islam di Indonesia : Antara Cita dan Fakta, (Yogyakarta : Tiara
Wacana, 1991), hal. 18.
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disinggung pada bab sebelumnya . Dengan dikotomi antara pelajaran agama
dan pelajaran umum tersebut, maka antara keduanya tidak saling mendukung
dalam proses pembelajran. Artinya, ketika peserta didik mencapai prestasi
yang cukup baik dzﬂam mata pelajaran- mata pelajaran agama, prestasi itu
tidak berfunsi memberikan dukungan korelatif terhadap prestasi dalam mata
pelajaran-mata pelajaran umum; demikian sebaliknya. Hal ini berbeda dengan
yang dialami oleh para peserta didik pada sekolah umum; oleh karena mata
pelajaran yang mereka tempub-relatif-seragam ( mata pelajaran agama hanya
memperoleh dua jam pelajaran), amaka prestasi mereka pada satu mata
pelajaran yang lain. prestasi dalam pelajaran matematika, misalnya, akan
Bertolak dari analisis di |atas, studi ini Yberpendapat bahwa penjelasan
membernkan sumbangan yang'penting bagi/prestasi dalam pelajaran IPA.
Bertolak dari analisis di atas studi ini berf)endapat bahwa penjelasan
yang diberikans Mastuhu¥ maupun Hasbullab' teritang—faktor penyebab
rendahnya prestasi stswa-siswa madrasah dibandingkan prestasi siswa-siswa
sekolah umum, tidakscukup fmeyakinkan.. Mastuhy ‘mengidentifikasi faktor
penyebabnya pada strategi pembelajaran yang tidak tepat. * Tetapt menurut
Suyanto dan Djihad Hisyam, strategi pembelajaran pada madrasah yang tidak
tepat oleh Mastuhu tersebut juga terjadi pada sekolah umum, yang oleh kedua
penulis disebut sebagai * malpraktik kurikuler”.’* Sementara itu, Hasbullah

menganggap faktor penyebabnya adalah keberatan beban kurikulum

PMastuhu, Op. Cit,. 57-56
MSuyanto dan Djihad Hisam, Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia
Memasuki ilenium I1I (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2000), hlm. 64-66
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madrasah.”®> Tetapi sekali lagi penjclasan ini bila beban kurikulum madrasah
dengan kurikulum sekolah umum. Sebagai ilustrasi dapat diambil kasus
kurikulum Midan MTs di satu pihak serta kurikulum SD dan SLTP di pihak
lain. Data menunjukkan bahwa untuk kurikutum M1 memuat 9 mata pelajaran
( termasuk Muatan Lokal). Beban pelajaran per minggu adalah: 32 jam untuk
kelas I dan II, 40 jam untuk kelas III, dn 42 jam untuk kelas 1V sampai VI.
Kemudian pada kurikulum MTs memuat 10 mata pelajaran, dengan beban
pelajaran per minggu 45 jam untuk semua kelas. Pada sekolah umum,
kurikuium D memuat 10 mata-pelajaran, dengan beban pelajaran perminggu
30 jam untuk kelas I DAN 11,-38 jam untuk kelas [[, 40 jam untuk kelas VI,
dan 42 jam untuk kelas V dan-VI. Sedangkam kurikulum SLTP juga memuat
10 mata pelajaran, dengan beban mata.pelajaran per 42 jam untuk kelas.’® Dari
data ini dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang yang cukup
signifikan dalam beban kurikulum antdra madrasah dan-sekolah umum.

Dalam keterkaitannya=dengan/pembaryan di sekolah umum, harus
diakui, tidak mudahnbagi~madrasdh, @tk eldkukan pengembangan dan
pembaruan kurikulum yang bebas dari paradigma dikotomik. Hal in1 karena
“mitra” yang harus ditkuti itu juga tetap bahkan cenderung memelihara
paradigma dikotomik antara ilmu agama dan ilmu umum. Lebih dan ity,
sekolah umum cenderung membuat pelajaran (ilmu) agama tumbuh menjadi

“bonsai”; semakin tinggi kelas dan atau jenjang sekolah semakin mengecil

*Hasbullah, Op, Cit.. hal 77
3(’Mastuhu, Op, cir, hal 89
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porsi pelajaran agamanya, yang sejak semula sudah kecil.’ Di pihak lain,
sejauh madrasah belum bergerak secara strategis mengembangkan paradigma
tauhid, paradigma yang bersifat menyatukan (integratif) dalam pembaruan
kurikulumnya, 12 akan gagal untuk menyerap cita-cita ideal konsep
pendidikan yang Islami yang berkembang dalam wacana pendidikan Islam
kontemporer. Dalam posisi demikian, maka meskipun perkembangan
pembaruan kurikulum madrasah bisa menjamin terpeliharanya karakternistik
dasar madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam, namun hal itu hanya
secara formal. Inilah yang dicapai oleh pekembangan madrasah selama masa
Orde Baru; kurikulum madrasahy,tetapanemperlihatkan corak identitasnya
sebagai lembaga pendidikan|Islam dengan memuat baik mata pelajaran agama
dan mata pelajaran umum dalafm rangka menghilangkan dikotomi antara
pelajaran agama dan pelajaran umum, madrasah nampaknya masih harus
berkuang keras. Cita*¢ita‘ke arah raimemang |sudah, dicanangkan; namun
biarlah sejarah vang akan|menjadi saksi, apakabh cita-cita itu akan sungguh-

sungguh terwujud dipmasa-depan:

Ibid, hal 91



BABY

PENUTUP

A. Simpulan

Perkembangan madrasah pada masa Orde Baru, bila dilihat dari pola
kebijakan pemerintah terhadapnya, dapat dibagi menjadi tiga periode : periode
warisan Orde Lama (1966-1974), periode peningkatan mutu (1975-1988), dan
periode integrasi (1989-1998),_Masing-masing periode tersebut ditandai oleh
acuan kepada scsuai fucos| kurikulum “resmi” 1973, kurikulum 1984, dan
kurikulum 1994 Titik tolak yangesecara khas mencirikan watak baru pada
perkembangan pada masa Orde Lama dimuldi'pada periode kedua.

Dalam perkembangannya selama masa Orde Baru, arah yang ditempuh
oleh pembaruan kurikulum madrasah adalah proses adaptif-akomodatif
terhadap kurikultin sekolah umuwin. ProSes ini melahirkah kecenderungan
penyempitan atau penurugafsistematis porsi pelajaran agama dalam muatan
kurikuum madrasah ndari™ 33,08% [pada Kirikilim /adrasah 1973 menjadi
29,32% pada kurikulum 1984, dan turun secara tajam menjadi 13,93% pada
kurikulum 1994,

Secara formal, madrasah memang cukup berhasil mempertahankan
karakteristik dasarnya sebagai lembaga pendidikan Islam dalam dinamika
pembaruan kurikulﬁmnya selama masa Orde Baru. Namun, secara subtansial
ia gagal mengapresiasi cita-cita ideal konsep pendidikan yang Islami yang

berkembang dalam wacana pendidikan Islam kontemporer. Hal ini disebabkan

88



oleh pembaruan kurikulum madrasah pada masa Orde Baru mac Bntetas
berpijak pada paradigma dikotomik antara pelajaran agama dan pelajaran
umum. Hasilnya adalah bahwa keberadaan pelajaran agama dan pelajaran
umum dalam kurikulum madrasah hanya membentuk kerangka co-existence,
belum mengarah pada integrasi antara keduanya.Fakta inilah yang agaknya
menjelaskan mengapa prestasi siswa-siswa madrasah cenderung selalu lebih
rendah dari prestasi belajar siswa sekolah umum. Konsekuensinya dan
kurikulum vyang bersifat dikotomik _itu, para siswa madrasah harus
menanggung beban belajar dua kelampok mata pelajaran yang saling terkait
dan tidak mendukung antara prestast kelompok yang satu dengan kelompok

yang lain.

. Saran-saran

Problem utama yang tampaknya belum dapat diselesaikan dalam
pembaruan kuriKulum' madrasah=sclama ‘masa Orde Bartr adalah dikotom:
antara pelajaran agama dan'pelajaramiumum. Dalam konteks problema
tersebut, di bawah 1ni akan( direkomendasikan dua, saran sebagai bahan
pertimbangan dan bahan masukan vyang mungkin bermanfaat bagi
pengembangan kurikulum madrasah di masa depan.

1. Pada tingkat wacana atau pembagian satuan-satuan mata pelajaran, perlu
dibudayakan penggunaan istilah-istilah baru untuk menganti istilah-istilah
lama vang bias dikotomik. Istilah mata pelajaran agama dan mata
pelajaran umum. yang mengandaikan dikotomi, sebaiknya diganti dengan

istilah mata pelajaran sains Islam (untuk mata pelajaran PAI) dan mata
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pelajaran-mata pelajaran sains sosial, sains kealaman, dan sain humaniora
(untuk ilmu-ilmﬁ umum). Hal im sekaligus dalam rangka membangun
desain kurikulum bercorak broad fields curriculum.

Pada tingkat operasional, pelaksanaah dalam proses belajar mengajar,
setiap mata pelajaran hendaknya dilihat dari dua sisi : sebagai a/at dan
sebagal fujuan. Mata pelajaran biologi, misalnya, bisa dijadikan alat untuk
menumbuhkembangkan Imtaq (Iman dan Taqwa), tetapi sekaligus dapat
dipandang sebagai tujuan_untuk menjadi dasar pengembangan ilmu
kedokteran. Demikian pula, sebaliknya;7 mata pelajaran-mata pelajaran
sains Islam seperti Al-Qur’an<hadis dan Aqidah-Akhlaq; ia dapat dijadikan
alat untuk meluruskan pengembangan berbagai sains sosial, kealaman, dan
humaniora agar tidak lepas dar nilai-nilai doktrinal Islam, tetapi sekaligus
dapat dipandang sebagai tujuan untuk mengembangkan kemajuan sains-

sains keislaman.
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LAMPIRAN

Lampiran [
Tabel [
Daftar Mata Pelajaran dalam Kurikulum Madrasah 1973
KELOMPOK | No. MIN 7 Th MTsAIN MAAIN
1. Al-Qur’an/Trym Al-Qur’an/ Tafsir Tafsir/ I. Tafsir
2. Hadits Hadits Hadits/ [. Hadits
D 3. Tauhid Tauhid Tauhid
A 4, Akhlaq Akhlaq -
S 5. Kewargaan Negara | Kewargaan Negara | Kewargaan Negara
A 6 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia
R 7. Penjas S Penjas
1 Figih Figih Figih/U. Fiqih
P 2. - - Tarikh Tasyr’
3. Sejarah Islam Segjarah-Islam Sejarah Islam
4. Bahasa Arab Bahasa Arab Bahasa Arab
5. Bahasa Daerah Bahasa/lnggris Bahasa Inggrnis
0 6. - Sejarah Sej. Kebudayaan
7. Berhitung [hniu Atjabar [lmu Pasti
8. - Hmu Ukur -
9. - IImu Alam IPA
P 10. | IPA Ilmu Hayat Biologi
1L ]+ - Eisika
12. - - Kimia
0 13. |- Hmu Bumi Geografi
4. |- . Biologi
15. |- Ekonomi/Koperasi
K 16. |- Hitung dagang
17. |- Tata Buku
18. | Pend. Kesenian
19. | PKK
K I. Kejuruan Agraria Administrasi Menggambar Seni
H 2. Kejuruan Teknik Menggambar S
U 3. Kejuruan Jasa seni Suara Prakarya/PKK
S 4, - Khat/Menulis -
9] S. - Prakarya/PKK -
S -
EKSTRA 1. - Kepramukaan Kepramukaan
KURIKULER | 2. - Koperasi (-)




Tabel 2

Perbandingan Jam Mata Pelajaran Madrasah

Menurut Jenjangnya sesuai Kurikulum Madrasah 1973

No. Jenjang Jam MP Jam MP Jam MP Jumlah
Madrasah Agama Umum Kejuruan
1. MIN 7 Tahun 6-15 20 - 2] 1-8 28 — 40
2. MTsAIN 15 22 9 46
3 MAAIN 12 - 14 31-33 6 48
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Lampiran [1

I. Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah

No.

Mata Pelajaran

Kelas

I

I

VI

N R

Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan
Pendidikan Agama lIslam
a. Quran-Hadits

b. Akidah-Akhlak

c. Figh

d. SKI

e. Bahasa Arab

Bahasa Indonesia
Matematika

IImu Pengetahvuan Alam
[lmu Pengetahuan Sosial
Kerajinan Tangan dan Keseriian
Pendidikan Jasmani dan
Kesehatan

Muatan Lokal

— e N B N2

—_—— N2 = N

— kY = NN NI

B LA ON 00 00 PN = BN = = ] N

[ o)

P CN O 00 M = NI = =~ DN

[N O

B ON 00 00 B — N = e N

]

Jumlah

32

32

40

42

42

42 jam

Keterangan :

a.

Lamanya | jampélajaran, :
1) Kelas [ danJd = 30unenit

2) Kelas 1l sampai VI = 40_menit

Jumlah jam pelajaran per mifiggu
1) Kelas 1 dan [f
2) Kelas 11

= 32 jam pelajaran
= @0 janrpelajaran
3)Kelas 1V, V, VII =4d24am-pelajaran
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B. Kurikulum Madrasah Tsanawiyah

Kelas

No. Mata Pelajaran

1. Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan

2. Pendidikan Agama [slam

a. Quran-Hadits

b. Akidah-Akhlak

¢. Figh

d. SKI

¢. Bahasa Arab

Bahasa Indonesia

Matematika

Ilmu Pengetahuan Alam

Ilmu Pengetahuan Sosial

Kerajinan Tangan dan Kesenian

Pendidikan Jasmani dan Kesehataf

Bahasa Inggris

Muatan Lokal

e
N

00N W
MAE MR RO O W — =g

BRI O O R W — R RN — Y N
NMENRNARRA W= —FN

,_..
o

fe—

N
[
45
Cn

Jumlah

o
h

Keterangan : Lamanya | jam pelajaran = 45 menit
Jumlah jam pelajaran per minggu = 45 jam
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C. Kurikulum Madrasah Aliyah
1) Susunan Program Kurikulum Madrasah Aliyah Kelas I dan I

Kelas
No. Mata Pelajaran
1 11

1. Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan
2. Pendidikan Agama Islam
a. Quran-Hadits
b. Figh
¢. Akikah Akhlak
Bahasa dan Sastra Indonesia
Sejarah Nasional dan Umum
Bahasa Arab
Bahasa Inggris
Pendidikan Jasmani dan Kesehatan™
Matematika
Iimu Pengetahuan Alam
a. Fisika
b. Biologi
¢. Kimia
10. Ilmu Pengetahuan Sosial
a. Ekonomi
b. Sosiologi
c. Geografi
11.  Pendidikan Seni

3]
ro

h i S
STA NN —
AD PN L =N

W &
(P e~

(3 2 3 LR AR U
RSN S0 SR WL

Jumlah 45 45

Keterangan : *Dilaksanakan kegiatan ekstra kurikuler dan disesuaikan dengan
kesempatarmyang tersedia divhngkungan madrasah
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2). Susunan Program Kurikuum Madrasah Aliyah Kelas 111
a). Program Bahasa

No. Mata Pelajaran Jumlah Jam Pelajm

Umum
1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
2. Pendidikan Agama lslam
a. Quran-Hadits
b. Figh
¢. Sejarah Kebudayaan Islam
Bahasa dan Sastra Indonesia
Sejarah Nasional dan Umum
Bahasa Arab *
Bahasa Inggris
Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

[\

N oth N W NN

N W

Khusus
8. Bahasa dan Sastra Indonesia
9. Sastra Inggris
10. Bahasa Asing lain **
11.  Sejarah Budaya

WO ON 0

Jumlah .45

Keterangan : *dilaksanakan dalam kegiatan kEkstra kurikuler dan disesuatkan dengan
kesempatan yangtersedia-dirlingkungan.madrasah.
**Penentuan mata pélajaran Bahasa.Asing lain-dilakukan oleh madrasah
berdasarkan keadaan dan kebutuhan madrasah yang bersangkutan. siswa
memilih mata bahasaaging lain ‘yang diselenggarakan oleh madrasah.
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b). Program Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

No. Mata Pelajaran Jumlah Jam Pelajaran

Umum
1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Pendidikan Agama Islam
a. Quran-Hadits
b. Figh
¢. Sejarah Kebudayaan Islam
Bahasa dan Sastra Indonesia
Sejarah Nasional dan Umum
Bahasa Arab *
Bahasa Inggris
Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

38}

No e W
B L R B L — NN

Khusus
8. Fisika
9. Biologi
10. Kima
11.  Matematika

~1 N~

Jumlah 45

Keterangan : *dilaksanakan dalam kegiatan ekstra kurikuler dan disesuaikan dengan
kesempatan yangtersedia di hngkungan madrasah.
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¢). Program Iimu Pengetahuan Sosial (IPS)

No. Mata Pelajaran Jumlah Jam Pelajaran

Umum
1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
2. Pendidikan Agama Islam
a. Quran-Hadits
b. Figh
c. Sejarah Kebudayaan Islam
Bahasa dan Sastra Indonesia
Sejarah Nasional dan Umum
Bahasa Arab *
Bahasa Inggris
Pendidikan Jasmamn: dan Kesehatan*

b

Ho WAL
NV W—=R RN

Khusus
8. Ekonomu
9. Sosiologi
10. Tata Negara
11.  Antropologi

NN O\ =

Jumlah 45

Keterangan : *dilaksanakan dalam kegjatan ekstra kurikuler dan disesuatkan dengan
kesempatan yangtersedia di lingkungan madrasah.
1. 1 jam pelajaran berlangsung 45 menit.
2. Jumlahyam pelajaran/manggusebanyak 45 jamrpelajaran.
3. Jumlah jam pelajaran 1 minggu sebagai mana tercantum dalam
susunan prografitktrikulum madrasah Aliyah di atas adalah jam
pelajaran minimum,-yang diselenggarakan secara klasikal.

Dikutip dan : Kurikulum™Madrasah Aliyah tabmn 1994 (landasan, Program dan
Pengembangan) oleh Dirjend. Binbaga Islam, Depag RI 1993
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KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99 TAHUN 1984
TENTANG

KURIKULUM MADRASAH IBTIDAIYAIt (MADRASAH TINGKAT DASAR)

Mecnimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menctapkan

'MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

wahwa untuk tercapainya sistem pendidikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di segald
bidang baik jasmani/tisik, rohaniah/spiritual; maupun jenis-jenis keahlian dan ketrampilan
dalam rangka meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimak-
sud dalam ketetapan MPR-R1 Nomor II/MPR/1983, maka perlu meninjau kembali Kepu-
fusan Menteri Agama Nomor 73 tahun 1976 tentang Kurikulum Madrasah Ibtidaivah.

1. Ketetapan MPR-RI Nomor 1I/MPR/1983;

2. Keputusan Presiden RI_Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Depar-
temen;

3. Keputusan Presiden R1 Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen.

4. Keputusan Menteri: Agama Nomor 18 [tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Departemen) Agamayyang tclah dirubah dan disempurnakan terakhir d=ngar Ke.
putusan Menteri (Agama ‘Nomor 75 tahun 1984;

5. Keputusan Bersama Menieri, Agama; Menteci P & K dan Menteri Dalam Negeri Nomor
6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan |Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu

Pendidikan pada=—Madrasah;

Keputusan Bersama—Mefiteri=Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomot

0299/U /1984, Nomor/| 45 /tahtn | 1984 tentang Pengaturan Pembakuan Kurikulum Sekolah
Umum dan Kurikulim'~“Madrasah:

:  Hasil Rapat Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Agama dengan Direktorat Jenderal

Pembinaan, Kelembagaan Agama) Islam Departemien Agama dan Badan Penclitian dan Pe-
ngembangan | Pendidikan=dan Kebudayaan 'Departemen=DIKBUD.

MEMUTUSKAN
Dengan mencabut Keputasan Menteri' Agama Nomor 73 tahun 1976.

KEPUTUSAN MENTER]L AGAMA“REPUBLIK\INDONESIA TENTANG "KURIKULUM
MADRASAH| IBTIDAIYAH (MADRASAH/TINGKAT DASAR).

BAB 1

UMUM
Pasal 1

a. Madrasah lbtidaiyah adalah Satuan Pendidikan Tingkat Dasar yang menjadikan Pendidikan Agama sebagui
identitas kelembagaannya;

b. Program Inti adalahh perangkat mata pelajaran yang wajib diikuti oleh semua murid;

¢. Program Pilihan adalah pecrangkat mata pelajaran yang dapat dipilih atas dasar perbedaan bakat, minat
dan tujuan belajar perorangan, serta kebutuhan lingkungan;

d. Catur wulan adalah satuan waktu program belajar yang berlangsung sekurang- kurangnya selama 80 hari be-

lajar efektif;

¢. Kegiatan Intrakurikuler adalah kegiatan belajar di dalam jam pelajaran terjadwal dan dimaksudkan untuk
mencapai tujuan minimal dari masing-masing mata pelajaran;

[. Kegiatan Kokurikuler adalah kegiatan belajar di luar jam pelajaran terjadwal yang bertujuan agar murid lebih
mendalami dan menghayati apa yang dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler;

g. Kegialan Eksirakurikuler adalah kegiatan yangdilakukan di luar jam pelajaran terjadwal yang bcrlull“m
untuk memperluas peppetahuan murid _mendorons namhbinaan nilal dan sikan serta memunckinkan penc-




BAB Il
DASAR DAN TUJUAN PENDIDIKAN
Pasal 2
Pendidikun Mudresuh Ibtidaiyah berdasarkan Pancasila dun Undang-Undung Dusar 1945,
| PPasal 3
Tujuan pendidikan Madrasuh Lbtidaiyah adalsh untuk menunjang tercapainya wjuan pendidikan masionad

dan dijabarkan ke Jelam tujuan umum sebagai berikut

a. Mendidik murid untuk menjadi manusia yang bertaqwa. berakhlag mulia. schagai muslim yang menghavati
dan mengamalkan ajaran agamanya;

h. Mendidik murid untuk menjadi manusia pembangunan yang memiliki sikap dasar schagai warga negara In.
donesia yang berpedoman kepada Pancasila dan UUD 1945;

¢. Memberi bekal pengetahuan, pengalaman, ketrampilan dan sikap yvang diperlukan untuk melanjutkan pela.
jaran di Madrasah Tsanawiyah atau Sckolah Mecnengah Tingkat Pertama lainnya;

d. Memberi bekal kemampuan dasar yang diperlukan bagi murid yang akin memasuki bidang kchidupan i
masyarakat.

BAB III
SUSUNAN KURIKULUM
Pasal 4

(1) Kurikelum Madrasah 1btidaiyah disusua dalam g program/pendidikan yang berlangsung selama 6 tahun yany
terdiri dari kelas I, 11, T1IL IV, V danfVI,;

'2) Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah ménggunakan sistericatur wulan dan kelas sebagai satuvan waktu:

(3) Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah mocnggenakan siStem” guru kelas dan dapat pula dil
sistem guru mata pelajaran; °

14) Seliap satu jam pelajaran berlangsung-selatna 30 (tiga‘puluh) menit untuk kelas 1 dan i1, serta 40 tempal
puluh) menit untuk kelas 11T sampai|dengan kelas, V1.

aksanakan dengan

Pusal5

Susunan kurikulum Madrasah Ibtidaiyabh terdiri  atas :
a. Program Inti;
b. Program Pilihan,

Pasal 6
(1) Program Inu diadakan dalam rangkal

2. memenuhi tujuan umum pendidikanMadrasth Ibtidai¥alt sebagaimana yang dimaksudkan pada pasai 2
butir a, b, dan ¢;

b. Mewujudkan upaya pelelakan dasarfasar persatuan danekesatldn antar murid;

c.

Mengacu pada kepentingan pencdpaiafi” tujuan 'pendidikan nasional, perubahan masyarakat dalam rang.

ka perkembangan sains dan teknologi, serta penguasaan pengetahuan minimal bagi murid untuk melan-
jutkan pendidikannya.

(2) Program Inti terdiri atas 15 (lima belas) mata pelajaran yang wijib diikuti oleh semua murid.

Pasal 7
Program Inti melipuii kelompok mata pelajaran :
a. Pendidikan Agama;
b. Pendidikan Dasar Umum.
Pasal 8

{1} Pendidikan Agama terdiri atas mata pelajaran :
a, Qur'an-Hadits;

Aqidah-Akhlaq;

Figh; .

Sejarah Islam;

Bahasa Arab.

oo

(2} Pendidikan Dasar Umum terdiri atas mata pelajaran:

a. Pendidikan Moral Pancasila;
h. Pendidikan Scjarah Perjuangan Bangsa;



¢. Bahasa dan Sastra Indonesia; .

d. Sejarah Nasional Indonesia dan Sejarah Dunia:
¢. Pengetahuan Sorial:

{. Sains:

g. Matematika;

h.

Pendidikan Olah Raga dan Keschatan:
Pendidikan Seni:
Pendidikan Ketrampllan.

Pnsal 9

{1y Program Pilihan diadakan dalam rangka memenuhi twjuan umum pendidikan Madrasah Ibtidaivah sebapa-
mana yang dimaksudkan pada pasal 3 butir d:

{2) Program Pilihan adalah juga Pendidikan Dasar Pengembangan Kejuruan yang terdiri atas
a. Ketrumpilan;
b. Seni Budaya:
¢. Olah Raga:
d. Bahasa Dacrah.

'3) Program Pilihan terdiri atas jenis kegiatan yang dapat dipilih atas dasar perbedaan bakat. minat, kemum-
puan perscorangan dan kebutuhan lingkungan;

{4) Jenis kegintun yang dipilih wajib diikuti dan dikvasai oleh murid;

{5) Bahasa Dacrah diadakan pada dacrah tertentu yang memerlukan dan wajib ditkuti oleh semua murid.

Pasal 10

Unsur-unsur baru seperti Pendidikan Kependudukar dan/Vingkuhgan Hidup, Wiawasan Nusantata. Gizi, U'KS
Pendidikan l.alu Lintas. Pembangunan Desa, dimasukkan kexdalam mata pelajaran yang sesuai.

Pasnal 11

(1) Jenis mata pelajaran dan penjatahan waklal baik ‘pada program inti maupun pada program piiihan dan
kelas | sampail dengan VI ditetapkan datam struktur program rkurikulum;

(2} Struktur Program Kurikulum seperti pada ayat (1) tereantum(dalam landasan, Program dan Pengembangan.

BAB. 1Y
PROGRAM KEGIATAN KURIKULUM
Pasal 12

(1) Program Kegiatan Kurikulum [Madrasab Ibtidaivah tahun 1984 dilakukan melalui Kegiatan Intrakurikuler,

Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler baik dalam Program Inti maupun dalam Program Pilihan;

Kegiatan Intrakurikuler dilakukan di dal@m® jam pelajaraniterjadwal yang penjatahan woktunya ditentu-

kan dalam struktur program kurikulum;

3y Kegiatan Kokurikuler dilakukan di luar jam pelajaran terjadwal yang dilakukan secara teratur dan hasilaya
ikut menentukan dalam pemberianvnilai bagi mmurid™untuk sctiap_matapelajaran;

Kegiatan Ekstrakurikuler dilakukan ‘disluar Sam [pelajarans ferjadwal™Serta dilakukan padas wakui-wakiu
lertentu dan diberi nilai tersendiri,

(2)

4)

Pasal 13
(1) Proses belajar mengajar dilaksanakan dengun memperhatikan Keserasian antara cara seseorang belajar dan
apa yang dipelajarinya:

{2) Penilaian “dilakukan sccara  bersinambungan menyclurub untuk keperluan meningkatkan proses din hasi)
belajar serta pengelolaan program.

BAB V
PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN KURIKULUM
Pasal 14
{1) Pengembangan kurikulum Madrasah !Ibtidaiyah tahun 1984 dilaksanakan secara bertahap dan terus me.
nerus; ) -
(2) Pengembangan kurikulum seperti dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan sccara bertahap mulai 1ahun ajar-
an 1985/1986 dengan ketentuan sebagai berikut :
a. lahun ajaran 1985/1986 dilaksanakan di kelas § dan IV;

b. tahun ajaran 19861987 dilaksanakan di kelas 1, IT dan 1V, V:
c¢. tahun ajaran 1987/1988 dilaksanakan di kelas U 11, 11T dan V. V. VL



Pasal 15

Landasan, Program dan Pengembangan Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah tahun 1984 adalah scbagaimana

tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

BAB VI
PENUTUYP
Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, dalam hal pengembungan dun pembakuan perangkat s

temnya diatur oleh Kepala Badan Penclitian dan Pengembangan Agama dan dalam hal pelaksanaan teknis
olelv Dircktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,

Pasad 17

Keputusan ini beriaku pada permulaan tahun ajaran 1985:1986.

Ditetapkan di: Ja k arta
Pada tanggal : 31 Desember 1984,

MENTERI AGAMA R,

Tembusan disampaikan kepada yth. tid.

|. Para Menteri Kabinet Pembangunan [V H. MUNAWIR SJADZALI
2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

). Seckretariat Negara;

4, Sckretarial Kabinct Pembangunan 1V

5. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan-dan) Dirjen| Anggaran Dep. Keuangun:

6. Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Dep.” Kehakiman;

7. Sekjen DPR-RI;

13.
«4.
ms.
G,
-7,
T3
-y,
-),

-l

Sckretariat Komisi 1X DPR-RI:

Sekjen firjen/Para Dirjen/Kabadiitbang "Agiima fStafs AhliSMenteri Agania’
Rektor TAIN di sciuruh Indonesia;

Ketwua Koordinator Perguruan Tinggi Agamuglslam  di seluruli ipdoncsia;
Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Puslitbang Pendidikan AgamafKepula Pusdikiat Pegawai i
lingkungan Departemen Agama; :

Gubernur KDH Tk. I di seluruh Indonesias

Ketua Pengadilan Tinggi Agama di seluruh  Indonesia: ‘
Kepala Kanwil Dep. Agama PropinsifSctingkat di scluruh Indonesia:
Kantor Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia;

Kepala Kantor Departemen Agama Kab/Kodya di seluruh Indonesia:
Kepala Kanwil Dep. Dikbud di seluruh Indonesia;

Direktorat Jenderal Anggaran Deparicmen Keuangan;

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah;

Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk Dokumentasi:

Dirjen Dikdasmen/Dirjen Pendidikan Tinggi/Kabudlitbang di lingkungan Departemen Pendidikan dan Ke-
budayaan,
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KEPUTUSAH MENTERL AGAMA REPUBLIK 10bONLS A
MOHOR 1UL TAIUH 1984
TENTANG

AL RULUM HAURASAIL ALTYAN  (MADRASAN MEHLENGAH T1UGLAL 6T A5L)

MENTERL AGAMA REPUBLIK INHDOHESLA
Bovaabiangs bahwa untult fercapainyn sistem pendidikan sewudi dengan Lotntaliaa
pembanpanan di segala bidang bailk jasmani/€ieik, vobani.b/upivicual
baik jenlv-jenis keahlian dan ketrampilan maupun dalam rangka meuiagh,
. kan ketaquwaan kepada Tuhan Yang Mnha Esa sebagainana dimaksud dalan
ketetapan MPR-R1 Homor TI/MPI/1983, waka perlu meninjau kembali Ke-

potusan Menteri Agama Momor 75 tahun 1976 dan Homor 24 tahun 1980
tentang Kurikuloum Madrasalhh Aliyah,

Wy, i apgal ¢ 1. Ketetapnan MPR~RILAtemor TT/HITY 1983,

2, Keputuann Presidén RI Homor 64| tahun 1974 teutang ¢ dhbli-norox Or-
ganiensi Departemen;

. \l i
Keputuoan Presiden RLMNomor 15| tahun 1984 fZentang Sdpunan Organi-
sanl Departemen);

L. Keputusan Menterd Agama Nowmcp) 1Y tahun 19)5 tentang Sumunan Orga-
nisansi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah dirubah den di-

sempurnnkan terbakbjedeapan—teputuoan Nenteri Agana Homor 75 ta-
hun 1984;

5. Keputusan Dorsama Menteri Agama, Mentevi fendidikan dan Kebudiya-
on dad Henteri Dalam Hegeri Momor 6 tashun 1975, tomer 037/U/1375

dan Homdin, 36 taWURI97S héntahg|Pesbngatan Hutu Peudidikan

peda
Madcasnh

6. Kepulbusan Bergafiae Mentepd Pendidikau dan Kebudsyeon, henveri Aga-
md Hpmor 0299/4/1984, Mowmoy 45 \taliun 1984 tentang Tengatvren Feem~
bakuan Kurikoulum Sekolah Umuwn dan Kurxikulum Madraoeh.
Oeaperhatibans (asil Rapng KevjaBadan|Penelitian dan=Rengembsogen Agaws dengan Dir
jen Pewmbinnan Kelembagann Agama Islam Depaxtemen Agoma dau Bodan Pe-

nelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayean Dapartemen Prndi
didikan dan Kebudayaan,

MEMUTUSUKALUN

Dengan mencabut Keputusan Menteri Agama Nowmor 24 tahun 1330,

Mt taph an . KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK IHDOMESLA TEHTANG RURLNULUL NADIRAS
ALIYAIL (MADRASAN MENENCAU TIN~v:~ *merd
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Program Piliban a, aduleh porogesn i,

Covotiwi diadakan vontouk woenm-
beei bakal kemampans yang i perlalas

! e uatak wmelanjuckan  pondie-
dikan i (ATH dau Jdi Perpueunn Tiunepl leinnye;

Ceogram PLUhan I, adalah progosn yaa, Soreteme dioadokon uncol mone-
beri bekal kemuompuzn bagi sicwa veng abuo lengeung beley ja seualab

tamat Madcaseh Aliyaly] wpapos panpNelon welonjethan pendidikan di
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Pppul 3

Tojuan pendiditan Hadrasah Aliyoeh adalah untul menun jang Ltervcapainga
tu;ulu pendidikan nagional, dan dijabarksn ke Jalam tujuun umum ecba-
pai herikut:

a. Mendidik porn siswa watuk menjodi manusia yang bevtugua, berakhilag

malia, sebagal mualim yang menghayaii Jdan mengamalkan ajuran aygama-
nyia,

b, Mendidik para siswa untuk menjadi manusin pewbangunan sebagai warga

negara Iudonewin yang berpedoman kepada Pancasila dan UUD 1945,

.¢, Memberi bekal kemampuan yang diperlukan bagi siswa yang akan melan-
Juthan peadidikan ke TAIN dan ke Perguruan Tinggl lainnya; [

d,

Hemberi bekal lkewampuan yang diperlukan bagi siswa yang akan melan-
Jutkan pendidilan ke tiongkast akademi, pulxtehHLk program diploma
dan pendidikan tinggli lainnya yang setinpkat;

¢. Memberd belkal kewmawpuan bapgi sisua yang alan

erjun he dunin kerja
setelah menyeleaaikan pendidikannya.

BARLTT
SUBUNAN KURLKULUM

Pasal &

(1) Kurikulum tadrasah Afiyeh digusuw dalum program padidiken yuoy

bexlanﬁuung gelama 3~tahun dan thcdiri atas kelas t, L1 dan I11;

(2) Setiap 1 vahun pelajaran LurbngL menjadi 2 (dua) :emecter, rshing-
ga pendidikdn di Madrasal’Alhyah berlangoung ders vementae 1 (aatu)
gamphi dengan semester (6 (enad);

Paoal &

Sv-unan kuridwlun Madradah Aliyah terdiri atwo;
a. Program Intij
-b. Program Pilihan.

Fagal, b
(1) Propgram lnti diadakan _dalam rangka:

a. Memenphil tujubaspendidikantindedoay=Aliyaly sebagainann yoang Ji-
makoud pnda pasal 3 bytir a, b dan ¢;

i . Hewujudkén upayy peletakan daecar=dasat porsatnanp dan kesatuan
aatar uiuun;

c. Menpagu pndn kepentingan pencapaian tuvjuan pvud1d1kuu negional,
perubaban masyarakat dalam ranpka perkesbapgan sainas dJdun tekno-
logi, serta penguagann pengetahuan minimal bagi siawa,

(2) Program Inti terdiri atas 19 (senbilun belan)_mntn pelajarun yang
wnjib diikuti day dikuanal olel semua sinwa,

Pasal 7
Program Iuti meliputi kelompolk mata pelajaran:
a, Peudidikan Agoamn;
b, leundidikan Dasar Unum,



Paanl B

CUr Peadidilan dgamas terdivi atas wata pela ot

th

(.

vl

o

w., Qur'an - Nodits;

b, Aqidah - AlhLag;

¢, Fiaq ly

d. Sejarah dan Ceradaban Tulam;
o, Bahasa Acab,

Peadidilkan Dasar Usum terdivi atas mata pelajuran:
n. Pendidilcan Horal Pancasilai

b, Pendidilan $ojacval Perjuangan Bangsu;

. Balsaas dan Sastca Indonaania;

Se javah Nanional Indonesia dan Sejorah Dunia;
e, Eleonomi g

b Geoprali;

f£. Biologi;

h, Fiaoikn;
t. Kimia;

j. Matematika;

. Bahasn Ioggria;

1, Pendidikan Olah Ragé) dan Keoelatan;
m. Pendidikan Seni;

n. Pendidiken Retrampilan,

PaanL.Q

Program Yilihan diadelkan dalam roangka wenenalid Cujunn v pewdidid -

an Madramah Aliyah sebagaimana, yang dimaksudkan pada sab 1y pasal 3
butir ¢, d dan e,

Lrogram Pilihaa tervdieidatnas
a. Progrom Prlihan Aj
b, Program Pilihaa .

Pasal 10

feagram Pilihen & yoodgeaialaly Jugn pliogram pengembangan hal haudn
tevdiri oras: '

A, Propreawm Ui bibop Llme-i loyw Agawmn ;

.o Progvam ULTRNR T Lind- Ui sk ay

. Propgraw iTihad Tne-1 lna ByoTopis

Ao Puogean Filihan Penpgetaboan Soecial;

¢, rogrnm Pilithan Pengotabuan Budaya,

Masing=masing program tersebut pada ayat C1) vardicd ded u.jyudhh
mata pelnjaran ynug sesuvai dengan prograwm lanjutaw pada Parpgaruan
Tingpi; 5 ¥

Satiep visua dopat wmemilin aulnl satu Ji antara progeon yang ters
dapat pada ayat (1) sesval dengan kemnmpuan dan minat sicdu yang
bersangkutan,

aaal 11

Program ¥ilihan B, .yong adalalt jupa pragraw pangesbangan ke juruan
terdici nuas:



a. Bidang ety anan s Agama g

b, Biding (eiknologi lmluﬁtl}.,
t. Bidang Kamputer;

G Bidang Porctanian dan Kehutdanang
v Bidaog Josa;

EooBidang Keaejahteraan Keluarga;

we Bidang Maritimg

. Bidnog Budaya.

ved oSatiap bitang cerdivi durl helbagul Jenbu pragrdm progthon ko Uy
ptlan ke juruvan;
(31 Masing-maning program seperti tersebut pada ayat (1) verdivi ataa

sne jumlal mata pplnjurnn yang sesuai dengan bidang prugramnys;

Setiap siswa dupat memleh salal satu di antara program~progtan
acpexti dimakgudkon pada pasal 11 ayst (2) sesuni dengan kemswpu-
an dan wminat alswa ynnb bersangkuLun.

Pasal 12

idae-unsur bavu seperti Pendidikan Kapendudukan dan Lingkungsn Hidup
Hawasen Nunantara, Gizi,| BKS, Pendidikan Lalu Llncﬁ . Pembangunun De-~

a4, Pondidikan Pn]itik dan PendidilkanNeln Negara Adinanukkan ke dalam
miata pelajovan yang sesuaf.

Paval 13

CLY diwds wota pelsjovanddan penjatabhin waltu, baik pada prograa Inti
Aanpun pada Program NMbiboanedari seweater 1 ssmpai dungen sancste:
O ditetapkan dalom o Eruk furs priograin kurikulum;

(2) Struktur Program Kurikulum seperti dimaksudkao pada ayat (1) ter-
cantum dolam Landasany Progeam dan Benpgenbapgan.

BADN 1V
PROGRALD EG LATEAN JKURTKULUM

P e a1

(1) Peopgeam Ko gxutuu Kutikialum Made¥asaf” Aliyali tahun 1984 :di Lakukan
melalyi kegintan intrakurikuler, knkurlkulLL, dan ekstrhkurikule:
batle datam Program lotl mauvpun Pregram Pilihang

(2) Kegiatan Ynkrakurikuler dilakultan di dalam jam pelajeavan tgr jadvul

vang penjatnhan waktunya telab ditentultan dalam strukLur praugram
kurikulum;

(J3) Kegiatan Kokhrikuler dilakukan di luar jam pelajeran fer jadwal
yang dilakulean scecara tevatur-dan hasilnya ikut menentukan dalém
pemberion nilai bagi siswa untuk netiap mata pelajaran;

(") Kepiatnn Flacrakuriknler dilakukon di lusr jam pelajavan terjudwul
gevta dilakaanakan pada walkktu-waltu tertentu dan diberi nilai tvex-
aendiri.

Pasal 15

Putal weninglathan daya guna dan hasil puia pendidilam, feut ihutum
Madvasah Abiyale Cahun 1984 menevaphan sisten kredit;



(1)

()

{1

(2)

1)

(2)

datu satua laedic diarctikon deagan | (aatu) o palog
muka ditambah b (setengal) jam pelajaran pe
minggu per seseater;

v Lalap
kur]nur tanah por

setiap ersva yang berhasil menamatlan Madvasah Abiyvol apabila 1oban
menyelesailan minimal 240 (dua ratus cmpat pulub) kredit, yeng ter-
Jdiri dari

i, Propgram 1oti 160 (aecrcatus enam puluh) kredits
by Program Pilihan 80 (delapan puluh) kredic.

Pasal 16

I'rouses belnjar menpajar dilaksanakan dengan MEAPeI LI nan reoer ns 1=
an antara cary seseorang belajar dan aps yang lipuinjarinya;
Penilalan «dilakukao ‘secara berkesitiambungan dan menyeluruh untuk
keperluan peningkatan proses dan haszil belajar ‘serta pengelolasn
propram.

Paan LA W

Dalow menentukan piliban progeem—pTopram B dil.laanskan kegiotan
binbingan karier;

Program Dimbingan Kavigr Leraebut pada ayat (1) dilaksauskan untul
amembantu aiawa dalem: '

A, Mewsbami dirinyaj

b, tlemahawi linglunganddunia/ ey jaPdialan tsta hidup terxterntu;

¢, Mengembangkan roncana.daonckemanpuan untuk mengembil kepytusan
Ltentang masa depannya,

DALY
PEHGEHDARS ANVD ANGRULARS AllAAN KUREKULUL

Pasal/ 2B

Penpombangan knrikulum Hadvesah Aliyah tahun 1984 dilabeuncken se-
cara bertahap| dan/ EGTus“Tenaris;

Pengembungan lurikuTim avperti dihskaudkan padu ayat (1) ceractut
di atas, dilakeanckan secsva bertohap mulail tahun djuren 1986/198%
denpan keteatuan schapgai berikurn:

a, Tahun ajavan 1984/1085 dilokeanakan dL kelaa I;
L., Tahun ajovaa 1985/1986 dileiesavakan di kelas 1 dan 11;
e, Tahun wjaran 1Y8G/1987 dilakaanakan di kelas 1, 1I dan L1,

Paaal 19

. . . A
Lanaason Program dan Penpembangan Rurikulum Madrasah Aliyah tebun 1984
adatah sebagaimana tevscbut dalam lampiran Keputusan ini,



